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Arti Imanningtiyas, NIM. E1105045, PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH 
HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP TINDAK 
PIDANA DI BIDANG CUKAI. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemidanaan terhadap 
tindak pidana di bidang cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
cukai dan penjatuhan pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap 
tindak pidana di bidang cukai. Penelitian ini dilihat dari jenisnya merupakan 
penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat penelitian deskriptif. 
Lokasi penelitiannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data dalam penelitian 
ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah sumber data primer dan sumber 
data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dengan cara 
judgmental atau purposive sampling. Teknik analisis data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sanksi pidana terhadap tindak pidana di 
bidang cukai diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Jo. Undang-
Undang No. 39 Tahun 2007, lamanya pidana penjara minimum 1 (satu) tahun dan 
maksimum 10 (sepuluh) tahun, sedangkan nilai minimum dari denda yang 
merupakan nilai rupiah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nilai 
maksimumnya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Nilai minimum dari 
denda yang merupakan perkalian dari cukai yang terutang 2 (dua) kali nilai cukai 
dan nilai maksimumnya 20 (dua puluh) kali nilai cukai. Penjatuhan pidana oleh 
hakim di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tindak pidana di bidang cukai 
sebagai proses penegakan hukum pidana tahap aplikasi atau tahap kebijakan 
yudikatif yang merupakan sistem peradilan pidana terpadu yang termasuk dalam 
kekuasaan badan pengadilan. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta 
Nomor 48/Pid.B/2008/PN.Ska., dasar hukum yang digunakan dalam memutus 
tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh terdakwa adalah Undang-
Undang No. 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007. Terhadap 
tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh terdakwa, tidak hanya dapat 
diancam Pasal 51 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 
39 Tahun 2007, tetapi terdakwa juga dapat diancam dengan Pasal 61 Undang-
Undang No. 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007. 
 









Arti Imanningtiyas, NIM. E1105045, PENAL LAW ENFORCEMENT BY 
JUDGE IN SURAKARTA DISTRICT COURT TO CRIMINAL ACT IN TAX 
DEPARTEMENT. Faculty Of Law Surakarta Sebelas Maret University. 
 
This research has a goal to know the sentencing system of criminal act in 
tax department, specialty about tobacco tax on rules of law in tax department and 
pronouncement of criminal sentences judge in Surakarta District Court of tax 
department specialty about tobacco tax. In this study, the writer uses sociological 
law research or empiric with descriptive approach. The research located in 
Surakarta District Court. The kinds of data collection and source of data is taken 
from secondary and primary subject. The data collecting technique uses interview 
and documentation. The writer also uses qualitative method to illustrate the 
condition of subject of the research. The crime sanction of criminal act in tobacco 
tax department which is arranged in rules of law number 39 2007 of the year 
about change to the rules of the law number 11 1995 about tax, the duration serve 
a sentence crime minimum 1 (one) year and maximum is 10 (ten) years, while 
minimum of fine is Rp. 50.000.000,-(fifty million rupiah) and maximum Rp. 
5.000.000.000,-(five thousand million rupiah). The crime fallout by judge in 
Surakarta District Court of criminal act in tax department specialty about 
tobacco tax as a process enforcer criminal law application phase or phase policy 
of judicative which represent crime system of judicature which the included in 
power of justice, the decision of Surakarta District Court number 
48/Pid.B/2008/PN.Ska., used legal fundament in breaking doing an injustice in 
tax department specialty about tobacco tax done by defendant is rules of law 
number 39 2007 of the year about change to the rules of the law number 11 1995 
about tax department, criminal act not only be menace by section 51 in rules of 
law number 39 2007 of the year about change to the rules of the law number 11 
1995 about tax, but defendant also can be menaced by section 61 in rules of law 
number 39 2007 of the year about change to the rules of the law number 11 1995 
about tax. 
 















“..........................tegakkanlah keadilan, dan menjadi saksi Allah, meskipun atas 
dirimu sendiri atau ibu bapakmu, dan karib kerabatmu .........................janganlah 
kamu turuti hawa nafsu sehingga kamu berlaku tiada adil, sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang kamu kaerjakan” (Q.S An-Nisa : 135) 
 
Semua yang hamba lakukan semata-mata hanya karena Allah (K.H. Abdullah 
Gymnastiar). 
 
Pengetahuan adalah satu-satunya kekayaan yang tidak bisa di lenyapkan, hanya 
kematian yang bisa melenyapkan lentera pengetahuan yang ada di dalam dirimu. 
Kekayaan yang sebenarnya dari suatu bangsa bukan terletak pada jumlah emas 
dan perak yang terkandung di dalam sumber alamnya tetapi terletak pada 


















Dengan sepenuh hati dan kasih, saya persembahkan Penulisan Hukum (Skripsi) 
ini untuk Allah SWT dan sebagai satu dari sekian dharma yang harus saya 
baktikan kepada kedua orang tua saya tercinta Alm. Hendro Sunyarno, S.H., Sri 
Hastuti, dan Agus Arianto semoga kedua orang tua saya bangga dan bahagia 
dengan persembahan kecil ini serta saya dapat menjadi teladan bagi adik-adik 
saya tersayang, Rifki Arianto dan Mulia Fatmaji, untuk keluarga besar, sahabat-
























Dengan menyebut asma Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang serta diiringi rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi, penulisan hukum 
(skripsi) yang berjudul “ PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM 
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP TINDAK 
PIDANA DI BIDANG CUKAI”, dapat penulis selesaikan. 
 
Penulisan hukum (skripsi) ini membahas permasalahan tentang sistem 
pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang cukai dalam pengaturan hukum di 
bidang cukai dan penegakan hukum pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri 
Surakarta terhadap tindak pidana di bidang cukai. Penulis yakin bahwa penulisan 
hukum (skripsi) ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada: 
1. Bapak Mohammad Jamin, S.H.,  M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin kepada 
penulis untuk menyusun penulisan hukum (skripsi) ini. 
2. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang 
telah banyak memberikan masukan dan nasehat dalam penulisan hukum 
(skripsi) ini. 
3. Bapak Hardjono, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Program S1 Non Reguler 
yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat dalam penulisan hukum 
(skripsi) ini. 
4. Bapak DR. Supanto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak 
memberikan masukan dan nasehat dalam penulisan hukum (skripsi) ini. 
5. Ibu Rofikah, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan 
masukan dan nasehat dalam penulisan hukum (skripsi) ini. 
6. Ibu Gayatri Dyah Suprobowati, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik 
yang telah banyak memberikan nasehat yang berguna selama penulis belajar 
di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 x
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum 
pada khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam 
penulisan hukum (skripsi)  ini dan semoga dapat penulis praktekkan dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.. 
8. Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
9. Bapak H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H sebagai Ketua Pengadilan Negeri 
Surakarta dan Bapak Johny Jonggi Hamonangan Simanjuntak, S.H, Dwi 
Sudaryono, S.H, dan Lasito, S.H, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri 
Surakarta, terima kasih atas bimbingannya selama penulis melakukan 
penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. 
10. Terima kasih yang sedalam-dalamnya ayahanda tercinta Alm. Hendro 
Sunyarno, S.H semoga selalu tersenyum bangga di sisi Allah SWT dan orang 
tua saya tercinta yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus, nasehat-
nasehat yang sangat berarti dalam hidup, semangat, serta doa-doa yang penuh 
limpahan berkah Allah SWT yang selalu menaungi di setiap langkah saya. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi)  ini terdapat 
banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran 
yang membangun sehingga dapat memperjelas isi penulisan hukum (skripsi)  ini. 
Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikkan semuanya dan mudah-
mudahan penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi kita 
semua, terutama bagi penulis sendiri, kalangan akademisi, praktisi, serta 
masyarakat umum. Amin ya Robbal ‘alamin. 
 
    Surakarta, 6 Agustus 2009 
    Penulis 
 




HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................ ii 
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ...................................................... iii 
HALAMAN PERNYATAAN....................................................................... iv 
ABSTRAK..................................................................................................... v 
HALAMAN MOTTO.................................................................................... vii 
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... viii 
KATA PENGANTAR ................................................................................... ix 
DAFTAR ISI..................................................................................................  xi 
BAB I : PENDAHULUAN........................................................................    1 
A. Latar Belakang Masalah........................................................    1 
B. Perumusan Masalah ..............................................................    3 
C. Tujuan Penelitian ..................................................................    3 
D. Manfaat Penelitian ................................................................    4 
E. Metode Penelitian .................................................................    5 
F. Sistematika Penulisan Hukum ..............................................    7 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA...............................................................    9 
A. Kerangka Teori ......................................................................    9 
1. Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana  
di Indonesia……………………………………………   9 
2. Fungsi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak  
Pidana di Bidang Cukai……………………………….        12 
3. Penegakan Hukum Pidana di dalam Sistem Peradilan  
Pidana…………………………………………... ……...        17 
4. Hakim Sebagai Aparat Penegak Hukum……….. ……...        21 
B. Kerangka Pemikiran...............................................................   23 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...........................   25 
A. Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana di Bidang 
      Cukai Dalam Peraturan Perundang-undangan  
 xii
      di Bidang Cukai………….....................................................       25 
B. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim di Pengadilan Negeri  
       Surakarta Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai............      36 
                             1. Kasus Posisi dan Proses Pemeriksaan Perkara Pidana  
    Nomor 48/Pid.B/2008/PN.Ska……………………….      36 
                             2. Hasil Wawancara dengan Bapak Johny Jonggi  
Hamonangan   Simanjuntak, S.H,  
Dwi Sudaryono, S.H, Lasito, S.H,  
sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta............      80 
BAB IV : PENUTUP....................................................................................  92 
A. .Simpulan.................................................................................     92 
B...Saran.......................................................................................     93 
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................      96 
LAMPIRAN-LAMPIRAN.............................................................................     99 
Surat Permohonan Ijin Penelitian Nomor 1396/H27.1.11/PP/2009. 
Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta 
Nomor W12.U2/35/HK.04.01/VII/2009/PN.Ska. 






















A. Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) yang bertujuan untuk mewujudkan tata 
kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam 
mewujudkan tujuan Negara Indonesia, tidaklah semudah membalikkan telapak 
tangan, sebab banyak permasalahan yang harus di hadapi Negara Indonesia. 
 
Salah satu permasalahan yang dihadapi Negara Indonesia, yaitu dimulai 
adanya krisis finansial di negara-negara Asia, sehingga Negara Indonesia juga 
tidak lepas dari fenomena global tersebut. Krisis ekonomi yang terjadi di 
Indonesia pada dasarnya akibat dari adanya tindak pidana korupsi diberbagai 
aspek kehidupan bangsa, semakin cepatnya proses integrasi perekonomian 
Indonesia ke dalam perekonomian global, dan perangkat kelembagaan bagi 
bekerjanya ekonomi pasar yang efisien belum tertata dengan baik. 
 
Pada awalnya, terjadi jatuhnya nilai tukar mata uang Negara Indonesia 
terhadap mata uang Negara Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1997, dan 
kemudian terjadi krisis ekonomi di Negara Indonesia. Krisis ekonomi di Negara 
Indonesia tersebut disebabkan banyaknya hutang luar negeri yang jatuh tempo dan 
belum dibayar, meningkatnya jumlah uang beredar yang jauh melebihi 
pertumbuhan barang dan jasa yang mengakibatkan menurunnya nilai mata uang 
rupiah, bertambahnya permintaan mata uang dolar karena menguatnya mata uang 
dolar di pasar internasional, dan meningkatnya defisit neraca tahunan yang tidak 







  Pasca krisis ekonomi, konsumsi rokok yang diproduksi oleh industri yang 
berskala besar menurun drastis seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat 
terhadap rokok tersebut. Oleh karena itu industri rokok yang berskala menengah 
dan kecil yang memproduksi rokok dengan harga murah, mulai tumbuh subur dan 
tidak semua orang menolak keberadaan rokok tersebut. 
 
  Kenaikan Harga Jual Eceran (selanjutnya HJE) rokok untuk industri rokok 
berskala besar sekitar 20-140 persen, hal ini menjadi pukulan berat bagi industri 
rokok berskala besar. Oleh karena rokok termasuk Barang Kena Cukai 
(selanjutnya BKC) dengan demikian kenaikan HJE tersebut, pemerintah 
menetapkan target penerimaan cukai dalam penerimaan Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (selanjutnya APBN) tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp 7,755 
triliun. Akan tetapi, target penerimaan cukai pada APBN tahun anggaran 
1998/1999 tidak tercapai. Realisasi penerimaan cukai hanya mencapai 99,82 
persen atau sebesar Rp 7,742 triliun dari target yang ditetapkan. Tidak 
terealisasinya target penerimaan cukai pada tahun anggaran 1998/1999 seperti 
menjadi cambukan bagi pemerintah dan instansi terkait. Pemerintah terus-
menerus menaikkan target penerimaan cukai, baik dengan menaikkan HJE 
ataupun tarif cukai. Pada APBN tahun anggaran 1999/2000 pemerintah 
menargetkan penerimaan cukai Rp 10,16 triliun, sehingga secara langsung HJE 
naik sebesar 5 persen. Kenaikan HJE terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya 
seiring dengan naiknya target penerimaan cukai dalam APBN. Puncak kenaikan 
cukai terbesar pada tahun 2001, HJE naik sebanyak tiga kali dalam setahun 
(Agustina Liliasari, 2006: 2). 
 
Target penerimaan cukai dalam APBN sepertinya tidak sebanding dengan 
kenyataan di lapangan. Kenaikan HJE yang terus-menerus sangat memukul 
industri rokok berskala besar sehingga menurunkan kapasitas produksinya karena 
penjualan rokok terus menurun. Saat itulah terjadi potensi menjamurnya industri 
rokok yang berskala menengah dan kecil yang memproduksi rokok dengan harga 
murah. Perbedaan harga antara rokok yang diproduksi oleh industri rokok yang 
berskala menengah dan kecil dengan rokok yang diproduksi oleh industri rokok 
yang berskala besar, dapat saja disebabkan industri rokok yang berskala 
menengah dan kecil tersebut tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan 
perundang-undangan di bidang cukai, misalnya tidak adanya pembayaran pita 
cukai oleh pengusaha rokok yang berskala menengah dan kecil, serta adanya pita 
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cukai pada rokok, otomatis menaikkan HJE rokok, sehingga bisa dipastikan HJE 
rokok yang diproduksi oleh industri rokok yang berskala menengah dan kecil 
lebih murah daripada rokok yang diproduksi oleh industri rokok yang berskala 
besar. Meskipun industri rokok berskala besar dan industri rokok yang berskala 
menengah dan kecil sama-sama merupakan industri yang legal sebab memiliki 
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (selanjutnya NPPBKC), keberadaan 
industri rokok yang berskala menengah dan kecil yang memproduksi rokok murah 
tersebut, dapat memicu adanya tindak pidana di bidang cukai. 
 
Terdapat beberapa jenis tindak pidana di bidang cukai, tetapi penulis lebih 
memfokuskan pembahasan mengenai tindak pidana yang terkait pencatatan dalam 
buku persediaan BKC yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1995 tentang Cukai Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007). Sehubungan dengan adanya tindak pidana yang 
tersebut di atas, maka penulis menuangkan hal itu ke dalam sebuah penulisan 
yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM 
PIDANA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 
TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan 
dibahas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang cukai 
dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai? 
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta 
terhadap tindak pidana di bidang cukai? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan 
sebelumnya, sehingga tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang 
cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai, 
b. Untuk mengetahui proses penjatuhan pidana oleh hakim di Pengadilan 
Negeri Surakarta terhadap tindak pidana di bidang cukai. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 
hukum agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh 
gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 
b. Untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman aspek 
hukum pidana di dalam teori dan praktek khususnya yang berhubungan 
dengan tindak pidana di bidang cukai, 
c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh 
agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adanya suatu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi bidang 
ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana, khususnya 
mengenai pengaturan tindak pidana di bidang cukai dan semua pihak yang 
terkait dalam menangani masalah tindak pidana tersebut, 
b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai sistem pemidanaan 
terhadap tindak pidana di bidang cukai dalam pengaturan hukum di bidang 
cukai dan mengenai penjatuhan pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri 
Surakarta terhadap tindak pidana di bidang cukai, 
c. Hasil penelitian terhadap tindak pidana di bidang cukai, diharapkan dapat 
menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah lainnya. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan 
untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu 
hukum yang diperoleh, 
b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, 
c. Menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum yang utamanya 
berhubungan dengan sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang 
cukai dalam pengaturan hukum di bidang cukai dan mengenai penjatuhan 
pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tindak pidana 
di bidang cukai. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum 
sosiologis atau empiris, yaitu penelitian terhadap fenomena hukum di dalam 
masyarakat dan mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah 
masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam 
masyarakat. Di dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti 
pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian 
terhadap data primer di lapangan. Sifat dari penelitian hukum sosiologis atau 
empiris, yaitu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya (Bahder 
Johan Nasution, 2008: 33). 
2. Lokasi Penelitian 
Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dilakukan karena 
terdapat putusan tentang tindak pidana di bidang cukai yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 
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3. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah: 
a. Sumber data primer, berupa hasil wawancara dengan Bapak Johny Jonggi 
Hamonangan Simanjuntak, S.H, Dwi Sudaryono, S.H, Lasito, S.H, sebagai 
Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. 
b. Sumber data sekunder, yang terdiri dari: bahan hukum primer yang berupa 
UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP), Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (selanjutnya KUHAP), dan putusan Pengadilan 
Negeri Surakarta Nomor 48/Pid.B/2008/PN.Ska.. Bahan hukum sekunder 
yang berupa Penjelasan UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 
2007. Bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis memakai teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 
studi dokumentasi. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dan pertanyaan 
disusun secara sistematik, jelas, dan terarah sesuai dengan obyek yang diteliti, 
wawancara dilakukan dengan Bapak Johny Jonggi Hamonangan Simanjuntak, 
S.H, Dwi Sudaryono, S.H, Lasito, S.H, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri 
Surakarta. Sedangkan studi kepustakaan atau dokumentasi, yaitu 
pengumpulan sumber data sekunder yang diharapkan dapat menjadi nara 
sumber yang dapat memecahkan permasalahan penelitian, terdiri dari: bahan 
hukum primer yang berupa UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 
2007, KUHP, KUHAP, dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 
48/Pid.B/2008/PN.Ska.. Bahan hukum sekunder yang berupa Penjelasan UU 
No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. Bahan hukum tersier yang 
berupa kamus hukum. 
5. Teknik Pengambilan Sampel 
Penulis mengambil sampel dengan cara judgmental atau purposive 
sampling, yaitu peneliti benar-benar ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang 
ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya sehingga peneliti 
menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih unsur-
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unsur dari sampel yang kaya informasi (Slamet, 2006: 23), yaitu Bapak Johny 
Jonggi Hamonangan Simanjuntak, S.H, Dwi Sudaryono, S.H, Lasito, S.H, 
sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. 
6. Teknik Analisis Data 
Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus 
dianalisis dengan cara diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan 
untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka, 
namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyaknya data 
tetapi detail dan rinciannya. Di dalam penelitian hukum sosiologis atau 
empiris menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu cara analisis yang 
menghasilkan data deskriptif analitis, merupakan apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan 
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986: 32). 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu 
pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian, pembahasan, penutup, daftar 
pustaka, dan lampiran-lampiran, apabila disusun secara sistematis sebagai berikut: 
 
Pada Bab I Pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 
sistematika penulisan hukum. 
 
Pada Bab II Tinjauan Pustaka, diuraikan mengenai kerangka teori yang 
berkaitan dengan sistem pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia, fungsi 
hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang cukai, penegakan 
hukum pidana di dalam sistem peradilan pidana, dan hakim sebagai aparat 
penegak hukum, serta digambarkan kerangka pemikiran. 
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Pada Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis menguraikan 
tentang hasil penelitian mengenai sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di 
bidang cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan 
penjatuhan pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tindak 
pidana di bidang cukai yang terdiri dari kasus posisi dan proses pemeriksaan 
perkara pidana nomor 48/Pid.B/2008/PN.Ska., serta hasil wawancara dengan 
Bapak Johny Jonggi Hamonangan Simanjuntak, S.H, Dwi Sudaryono, S.H, 
Lasito, S.H, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan di dalam 
pembahasannya, diuraikan mengenai sistem pemidanaan terhadap tindak pidana 
di bidang cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan 
penjatuhan pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tindak 
pidana di bidang cukai. 
 
Pada Bab IV Simpulan Dan Saran, diuraikan simpulan berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai sistem pemidanaan terhadap tindak pidana 
di bidang cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan 
penjatuhan pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tindak 
pidana di bidang cukai serta diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan 






A. Kerangka Teori 
1. Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana di Indonesia 
Sistem pemidanaan merupakan jalinan kesatuan unsur-unsur di dalam 
hukum pidana yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan pidana. 
Menurut L.H.C. Hulsman, sistem pemidanaan (sentencing system) adalah 
aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan 
pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai 
suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem 
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pemidanaan mencakup pengertian: keseluruhan sistem (aturan perundang-
undangan) untuk pemidanaan, keseluruhan sistem (aturan perundang-
undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana, 
keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau 
operasionalisasi atau konkretisasi pidana, dan keseluruhan sistem (aturan 
perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan 
atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi 
(Barda Nawawi Arief, 2003: 135). 
 
Semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materiil 
atau subtantif, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana sebagai 
satu kesatuan sistem pemidanaan atau sistem pemidanaan terdiri dari 
subsistem hukum pidana materiil atau subtantif, subsistem hukum pidana 
formil, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Pada hukum pidana materiil 
atau subtantif keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang ada di 
dalam KUHP sebagai induk aturan yang umum dan undang-undang khusus di 
luar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan 
subtantif. Hukum pidana subtantif ditujukan untuk mengontrol perilaku warga 
masyarakat yang sengaja merugikan orang lain dan harta kekayaan atau 
 
 
umum dan undang-undang khusus di luar KUHP pada hakikatnya merupakan 
satu kesatuan sistem pemidanaan subtantif. Hukum pidana subtantif ditujukan 
untuk mengontrol perilaku warga masyarakat yang sengaja merugikan orang 
lain dan harta kekayaan atau melanggar perilaku yang akhirnya mempunyai 
konsekuensi. Oleh karena itu, ketentuan pidana atau sistem pemidanaan 
terhadap tindak pidana di bidang cukai merupakan bagian khusus atau sub-
sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan (Barda Nawawi Arief, 2003: 136). 
 
Sistem hukum pidana substantif (sistem pemidanaan substantif) yang 
berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana materiil yang terdiri dari 
keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada 
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di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP) sebagai 
induk aturan umum dan undang-undang khusus di luar KUHP. Keseluruhan 
peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana substantif itu, terdiri 
dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules).  Aturan 
umum terdapat di dalam KUHP (Buku I) dan aturan khusus terdapat di dalam 
KUHP (Buku II dan III) maupun di dalam undang-undang khusus di luar 
KUHP. Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana 
tertentu dan juga memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. 
 
Perumusan tindak pidana di dalam aturan khusus hanya merupakan 
sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan). 
Artinya, perumusan tindak pidana baik unsur-unsurnya, jenis tindak 
pidananya, maupun jenis pidana atau sanksi dan lamanya pidana, tidak 
merupakan sistem yang berdiri sendiri, untuk dapat diterapkan, 
dioperasionalkan, dan difungsikan, perumusan tindak pidana itu masih harus 
ditunjang oleh sub-sub sistem lainnya, yaitu sub sistem aturan atau pedoman 
dan asas-asas pemidanaan yang ada di dalam aturan umum KUHP atau aturan 
khusus di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan. KUHP 
membedakan aturan umum untuk tindak pidana yang berupa kejahatan dan 
pelanggaran, artinya, kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan 
pelanggaran merupakan kualifikasi yuridis yang akan membawa konsekuensi 
yjuridis yang berbeda. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dirumuskan 
di dalam undang-undang khusus harus disebut kualifikasi yuridisnya, sebab 
apabila tidak disebutkan, akan menimbulkan masalah yuridis dalam 
menerapkan aturan umum KUHP terhadap undang-undang khusus itu. Di 
dalam produk legislatif selama ini, banyak sekali undang-undang yang tidak 
menyebutkan atau menetapkan kualifikasi yuridis tindak pidana, salah satunya 
UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. 
 
Sebagai bagian dari perumusan tindak pidana, maka perumusan sanksi 
pidana juga merupakan sub sistem yang tidak berdiri sendiri. Artinya, untuk 
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dapat diterapkan, dioperasionalkan, dan difungsikan, perumusan sanksi pidana 
itu masih harus ditunjang oleh sub-sub sistem lainnya, yaitu sub sistem aturan 
atau pedoman dan asas-asas pemidanaan yang ada di dalam aturan umum 
KUHP atau aturan khusus di dalam undang-undang khusus yang 
bersangkutan. Dilihat dari sudut strafsoort (jenis-jenis sanksi pidana), semua 
aturan pemidanaan di dalam KUHP berorientasi pada strafsoort  yang disebut 
dalam KUHP, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Oleh 
karena itu, apabila undang-undang khusus menyebut jenis-jenis pidana atau 
tindakan lain yang tidak ada di dalam KUHP, maka undang-undang khusus itu 
harus membuat aturan pemidanaan khusus untuk jenis-jenis sanksi pidana itu. 
 
Dilihat dari sudut strafmaat (ukuran jumlah atau lamanya pidana), 
aturan pemidanaan di dalam KUHP berorientasi pada sistem minimal umum 
dan maksimal khusus, tidak berorientasi pada sistem minimal khusus. Artinya, 
di dalam KUHP tidak ada aturan pemidanaan untuk ancaman pidana minimal 
khusus. Oleh karena itu, apabila undang-undang khusus membuat ancaman 
pidana minimal khusus, maka harus disertai juga dengan aturan atau pedoman 
penerapannya. Di dalam undang-undang khusus, kebanyakan masalah ini 
tidak diatur, kecuali di dalam Undang-Undang tentang Terorisme dan 
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun 
pengaturannya masih sangat sumir dan lebih tertuju pada batas-batas 
berlakunya pidana minimal itu. 
 
Oleh karena itu, apabila undang-undang khusus memperluas subjek 
tindak pidana pada korporasi, maka juga disertai dengan aturan pemidanaan 
khusus untuk korporasi. Ancaman yang dikenakan terhadap tindak pidana 
yang dilakukan oleh korporasi, kebanyakan hanya dikenakan pidana denda 
yang bersifat financial sanction dan jarang yang berupa structural sanctions 
atau restriction on enterpreneurial activities berupa pembatasan kegiatan 
usaha korporasi, pembubaran korporasi) dan stigmatising sanctions  berupa 
pengumuman putusan hakim. 
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Secara umum sanksi berarti suatu ancaman hukuman atau imbalan 
yang berupa beban kepada siapa saja yang melalaikan kewajiban atau 
mengabaikan larangan, di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 
Tahun 2007, sanksi terhadap tindak pidana di bidang cukai dibagi dua, yaitu: 
pertama, sanksi administrasi yang merupakan penindakan sanksi administrasi 
berupa denda dan penindakan sanksi adiministrasi selain denda yang 
diputuskan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya DJBC), dan 
yang kedua, sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda, pidana 
penjara dan/atau denda, pidana kurungan, dan denda saja yang diputuskan 
pengadilan negari (Tim Penyusun Modul Pusdiklat Bea dan Cukai, 2008: 84-
87). Di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tidak 
menyebut kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran (Barda 
Nawawi Arief, 2001: 73-77). 
 
2. Fungsi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang 
Cukai 
Hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum 
yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu 
suatu akibat yang berupa pidana. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka 
hukum pidana berisi dua hal pokok, yaitu: pertama, pelukisan perbuatan-
perbuatan yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus 
dipenuhi yang memungkinkan pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Jadi 
negara menyatakan kepada umum dan para penegak hukum, perbuatan-
perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana. Kedua, 
menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang 
yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Disamping reaksi tersebut 
berupa pidana, juga termasuk tindakan yang bertujuan untuk melindungi 
masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya. 
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Terdapat persoalan yang mendasar dalam hukum pidana, yaitu: 
perbuatan apa yang harus dinyatakan sebagai tindak pidana, penentuan apa 
yang harus dibuat sebelum seseorang ditemukan melakukan suatu perbuatan 
sebagai tindak pidana, dan apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang 
ditemukan telah melakukan tindak pidana. Hal tersebut, sebagai persoalan 
pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan jahat, orang yang melanggar atau 
pelaku yang berkaitan dengan kesalahan, dan sanksinya. 
 
Sebelum mengarah pada fungsi hukum pidana, perlu diketahui 
mengenai kerangka teori yang terkait dengan pidana. Menurut Simons, pidana 
adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah di akibatkan 
dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim 
telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah (Martiman Prodjohamidjojo, 
1997: 57). Pidana mengandung unsur-unsur: 1) pidana pada hakekatnya 
merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain 
yang tidak menyenangkan, 2) pidana diberikan dengan sengaja oleh yang 
berwenang, 3) pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang (Muladi, 1998: 4). Oleh Alf Ross 
ditambahkan secara tegas, ciri-ciri pidana merupakan pernyataan pencelaan 
terhadap diri si pelaku yang dimaksudkan untuk membedakan secara jelas 
antara pidana dengan tindakan perlakuan. Adanya concept of punishment yang 
bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu pidana ditujukan pada pengenaan 
penderitaan terhadap orang yang bersangkutan dan pidana merupakan suatu 
pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. 
 
Hukum merupakan kontrol sosial dari pemerintah yang merupakan 
suatu aturan dan proses sosial yang mendorong masyarakat agar berperilaku 
yang baik guna mencegah perilaku yang buruk. Kontrol sosial merupakan 
jaringan aturan, proses yang menyeluruh, dan membawa akibat hukum 
terhadap perilaku yang melanggar hukum yang akan dapat berdampak 
terhadap terciptanya budaya hukum sebagai bagian dari sikap manusia 
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terhadap hukum dan sistem hukum yang meliputi kepercayaan, nilai, 
pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah sarana untuk 
menggunakan hukum guna kepentingan tegaknya norma-norma sosial dan 
hukum.  Hukum pidana termasuk bagian di dalam kerangka sistem hukum, di 
samping bidang hukum lain.  Menururt Lawrence M. Friedman, sebagai suatu 
sistem, maka hukum mencakup (Soerjono Soekanto, 2005: 59-60): 
a. Struktural 
Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, tatanan 
lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga tersebut, serta 
hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Komponen struktural menunjukkan 
pola yang menyangkut bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-
ketentuan formalnya dan diperhatikan pula aparat penegak hukum yang 
bekerja dalam suatu proses yang dilaksanakannya. 
b. Subtansial 
Subtansi meliputi isi norma-norma hukum beserta perumusannya 
maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum 
maupun pencari keadilan. Komponen subtansial adalah hasil dari sistem 
hukum, subtansi dari hukum sebagai peraturan-peraturan yang digunakan 
oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan dan 
hubungan-hubungan hukum. 
 
c. Kultural  
Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku merupakan konsepsi-konsepsi abstrak 
mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. 
Komponen kultural berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan 
publik. Kultur hukum merupakan keseluruhan faktor-faktor yang 
menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai 
dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. 
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Menurut Lawrence M. Friedman, untuk terciptanya suatu peraturan 
yang ideal adalah dipenuhinya komponen-komponen subtansi hukum, struktur 
hukum, dan budaya hukum. Sebagai sistem hukum, ketiga komponen tersebut 
di atas dapat diaktualisasikan secara nyata, bekerjanya hukum menampakkan 
hubungan erat yang diproses melalui ketiga komponen tersebut. Peraturan-
peraturan yang dilaksanakan atau tidak, merupakan masalah yang masuk 
dalam lingkup budaya hukum. 
 
Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur tata hidup masyarakat 
dan secara khusus melindungi kepentingan hukum dengan diberikannya sanksi 
yang sifatnya lebih tajam dan berbeda dengan sanksi dari bidang hukum 
lainnya. Hukum pidana merupakan fungsi ultimatum remedium, yaitu apabila 
sanksi dari bidang hukum lain tidak dapat digunakan maka barulah sanksi di 
dalam hukum pidana dapat digunakan. Fungsi hukum pidana terdiri dari, 
fungsi preventif yaitu hukum pidana memberikan rasa takut kepada seseorang 
untuk melakukan tindak pidana, sedangkan fungsi represif adalah hukum 
pidana mendidik orang yang melakukan tindak pidana supaya sadar dan 
menjadi orang yang baik. 
 
Cukai diatur di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 
2007. Berdasarkan pembagian hukum pidana atas dasar sumbernya UU No. 11 
Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 merupakan hukum pidana khusus 
yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang 
termasuk dalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang 
hukum pidana, akan tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana 
(Adami Chazawi, 2002: 11-13). 
 
Pembagian pajak berdasarkan lembaga pemungutannya (kewenangan 
memungut), maka cukai termasuk pajak negara atau pusat, yaitu pajak yang 
dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan 
rumah tangga negara pada umumnya (Jamal Wiwoho, 2008: 12). 
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Bea dan Cukai adalah suatu lembaga pemerintahan di bawah 
Departemen Keuangan yang mengurus pungutan bea dan cukai yang 
dikenakan terhadap barang-barang yang keluar atau masuk daerah pabean agar 
pelaksanaan, pengawasan, pelarangan, dan pembatasannya menjadi efektif dan 
terkoordinasi. DJBC yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi 
Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai (Elfrida Gultom, 
2006: 14). 
 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 
Tahun 2007, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang 
dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau 
karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 2 
ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
menyatakan bahwa: 
(1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: 
a. Konsumsinya perlu dikendalikan, 
b. Peredarannya perlu diawasi, 
c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat 
atau lingkungan hidup, 
d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 
keseimbangan,  
dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. 
(2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai  
barang kena cukai. 
 
3. Penegakan Hukum Pidana di dalam Sistem Peradilan Pidana 
Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan 
bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan 
pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu diketahui 
tentang pengertian sistem hukum. Menurut Friedman, fungsi sistem hukum, 
yaitu: fungsi kontrol sosial, semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol 
sosial dari pemerintah, berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa dan 
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konflik. Penyelesaian sengketa biasanya untuk penyelesaian yang berbentuk 
pertentangan lokal berskala kecil atau mikro dan pertentangan-pertentangan 
yang bersifat makro dinamakan konflik, fungsi redistribusi atau rekayasa 
sosial yang mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan 
sosial yang berencana dan ditentukan oleh pemerintah, fungsi pemeliharaan 
sosial yang berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan 
sesuai dengan aturan mainnya (Soerjono Soekanto, 2005: 59-60). 
 
Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal 
policy), Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 
kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan 
sosial (social-welfare policy) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat 
(social-defence policy). Kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan 
atau politik kriminal dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum 
pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy) khususnya pada tahap 
kebijakan yudikatif atau aplikasi atau penegakan hukum pidana in concreto 
harus memperhatikan dan mengarahkan tercapainya tujuan dari kebijakan 
sosial yang berupa kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. 
Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan 
penal policy atau penal-law enforcement policy yang fungsionalisasi atau 
operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu: 
 
a. Tahap formulasi atau tahap kebijakan legislatif sebagai tahap penegakan 
hukum in abstrakto oleh badan pembuat undang-undang. 
b. Tahap aplikasi atau tahap kebijakan yudikatif sebagai tahap penerapan 
hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum. 
c. Tahap eksekusi atau tahap kebijakan eksekutif atau administrasi sebagai 
pelaksanaan hukum pidana secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksana 
pidana (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996: 91-145). 
 
Tahap pertama disebut tahap pemberian pidana in abstracto, 
sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana in 
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concreto. Sebagai satu kesatuan dalam keseluruhan mekanisme 
penanggulangan kejahatan maka harus ada jalinan mata rantai antara setiap 
tahap pemidanaan. Berarti tahap aplikasi atau tahap kebijakan yudikatif tidak 
dapat dilepaskan dari tahap formulasi atau tahap kebijakan legislatif dan tahap 
eksekusi atau tahap kebijakan eksekutif atau administrasi, dan yang menjalin 
ketiga tahap pemidanaan tersebut menjadi satu kesatuan adalah tujuan 
pemidanaan seperti yang disebutkan di atas. Tahap-tahap kebijakan 
pemidanaan harus diusahakan melalui penerapan metode-metode yang 
serasional mungkin. Untuk memperoleh suatu kebijakan pemidanaan yang 
rasional perlu digiatkan usaha-usaha penelitian mengenai efektivitas pidana 
serta studi analisa strategis dan integral mengenai hakikat tindak pidana. 
 
Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-
kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian 
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2005: 5). 
Bangunan hukum tidak terpisahkan dengan penegakan hukum (law 
enforcement). Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum (law 
enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan 
menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran 
atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui 
prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme 
penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). 
Dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup 
pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah 
normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-
sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan 
hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran 
terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi 
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melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, 
kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan lainnya 
(Sabian Ustman, 2008: 30-31). 
 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya UU No. 4 Tahun 2004), yang menyatakan 
kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia. Maksud kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti kekuasaan 
menegakkan hukum di badan-badan pengadilan tetapi mencakup kekuasaan 
menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. 
 
Dalam perspektif sistem peradilan pidana, kekuasaan di bidang hukum 
pidana mencakup seluruh kekuasaan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu 
kekuasaan penyidikan oleh badan penyidik, kekuasaan penuntutan oleh badan 
penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh badan pengadilan, dan kekuasaan 
pelaksana pidana oleh badan eksekusi. Keempat tahap kekuasaan di bidang 
hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang 
disebut sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice 
system). Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem 
penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum 
pidana. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus pula terwujud 
dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 
2001: 27-28). 
 
Sistem peradilan pidana merupakan penerapan hukum pidana dan 
melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar hukum pidana yang 
merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan 
tentang aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan larangan 
melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi 
berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu, syarat-syarat tertentu yang 
harus dipenuhi bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang 
diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya, dan tindakan dan 
upaya-upaya yang harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya 
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(misalnya polisi, jaksa, dan hakim) terhadap yang disangka atau didakwa 
sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, 
menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan 
dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau 
terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan 
mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara 
menegakkan hukum pidana (Adami Chazawi, 2002: 2). 
 
Sistem peradilan pidana yang terpadu dapat dilihat sebagai sistem 
subtansial, struktural, dan kultural. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana 
harus merupakan bagian dari kebijakan pembangunan sumber daya yang 
berkelanjutan serta bertanggungjawab untuk terselenggaranya peradilan 
pidana yang efisien dan manusiawi. Supaya mendapat kepercayaan dari 
masyarakat, maka sistem peradilan pidana harus terbuka dan transparan yang 
merupakan bagian dari prinsip pemerintahan yang baik. Kualitas peradilan 
terkait dengan kualitas individual, institusional atau kelembagaan, mekanisme 
tata kerja, sarana, subtansi hukum, lingkungan kondisi sosial, ekonomi, 
politik, dan budaya hukum masyarakat, dengan demikian upaya peningkatan 
kualitas peradilan atau penegakan hukum harus mencakup keseluruhan aspek 
yang mempengaruhi kualitas peradilan. 
4. Hakim Sebagai Aparat Penegak Hukum 
Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004, hakim 
adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU 
No. 4 Tahun 2004. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam 
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula 
sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim diberi fungsi UU No. 4 Tahun 
2004 untuk menerima, memeriksa, dan memutus dalam menyelesaikan 
perkara tindak pidana, selalu dituntut untuk memberikan putusan yang 
sebenar-benarnya dan seadil-adilnya serta dalam menjatuhkan pidana selalu 
memperhatikan aspek-aspek lain baik terdakwa maupun masyarakat. 
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Peranan yang ideal penegak hukum khususnya hakim, telah 
dirumuskan di dalam UU No. 4 Tahun 2004, yaitu: 
Pasal 1 
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia. 
Pasal 2 
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi.  
Pasal 4 ayat (2) 
(2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Pasal 5 
(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 
orang. 
(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 
sederhana, cepat, dan biaya ringan.  
Pasal 16 ayat (1) 
(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya (Soerjono Soekanto, 2005: 26-27). 
 
Di dalam KUHAP, putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 
dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas 
atau lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam 
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undang-undang (Pasal 1 butir 11 KUHAP). Berdasarkan Pasal 195 KUHAP 
syarat sahnya suatu putusan adalah apabila diucapkan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum, hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui 
duduk perkara yang sebenarnya dan juga dapat memantau apakah jalannya 
persidangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP atau tidak. Menurut 
ketentuan Pasal 193 KUHAP, putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan 
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. 
 
Putusan pemidanaan merupakan putusan yang membebankan suatu 
pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan (prinsip minimum pembuktian) bahwa terdakwa bersalah 
melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Apabila pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka 
pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Berdasarkan 
Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang kesalahan terdakwa telah terbukti 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan 
kepada hakim maka terdakwa dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. 
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Keterangan Gambar 1 
Berdasarkan pembagian hukum pidana atas dasar sumbernya, pengaturan 
mengenai tindak pidana di bidang cukai merupakan hukum pidana khusus yang 
bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi. Mengenai UU 
No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 termasuk kelompok peraturan 
perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, akan tetapi di dalamnya 
terdapat ketentuan hukum pidana. Di dalam hukum pidana materiil, diatur 
mengenai sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang cukai, jenis sanksi 
pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai berupa pidana penjara atau denda, 
pidana penjara dan/atau denda, dan denda saja. 
 
Penegakan Hukum Pidana 
Tahap Aplikasi atau  
Tahap Kebijakan Yudikatif 
 
Sistem Pemidanaan Terhadap 
Tindak Pidana di Bidang Cukai 
Sanksi pidana terhadap tindak 
pidana di bidang cukai berupa 
pidana penjara dan denda, pidana 
penjara dan/atau denda, pidana 
kurungan, dan denda saja. 
 
Hukum Pidana Materiil Hukum Pidana Formil 
 
Sistem Peradilan Pidana 
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Di dalam hukum pidana formil berkaitan dengan penegakan hukum yang 
merupakan proses dari sistem peradilan pidana sehingga penanganan terhadap 
tindak pidana di bidang cukai tersebut melibatkan hakim sebagai aparat penegak 
hukum. Di dalam penegakan hukum terdapat tiga tahap, yaitu tahap formulasi 
atau tahap kebijakan legislatif, tahap aplikasi atau tahap kebijakan yudikatif, dan 
tahap eksekusi atau tahap kebijakan eksekutif atau administrasi, tetapi dalam 
penelitian yang akan dilakukan penulis, lebih memfokuskan terhadap penegakan 
hukum pidana pada tahap aplikasi atau tahap kebijakan yudikatif oleh hakim di 
Pengadilan Negeri Surakarta. Hal-hal tersebut di atas, mengarahkan pada apa saja 
yang harus diteliti, yaitu sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang 
cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan penjatuhan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Dalam 
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai 
Tindak pidana dibidang cukai berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 Jo. 
UU No. 39 Tahun 2007, lebih menekankan pada akibatnya terhadap kerugian 
negara, yaitu tidak diterimanya pungutan negara berupa cukai yang 
seharusnya menjadi hak negara. Selanjutnya, yang berwenang memutuskan 
sanksi pidana adalah pengadilan negeri. Adapun ketentuan pidana di dalam 
UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 yang diatur di dalam pasal 
50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58A, 51, dan 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU 
No. 39 Tahun 2007. Jenis pidana di dalam ketentuan pidana UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pidana penjara atau denda, pidana 
penjara dan/atau denda, dan denda saja. Apabila pidana denda tersebut tidak 
dibayar oleh yang bersangkutan, maka sebagai gantinya diambilkan dari 
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kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan dan jika penggantian tidak 
dapat dipenuhi maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan, hal ini diatur di dalam Pasal 59 UU No. 11 Tahun 1995 
Jo. UU No. 39 Tahun 2007. Mengenai kadaluarsa tindak pidana yang diatur di 
dalam Pasal 60 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu 
tindak pidana dalam undang-undang ini tidak dapat dituntut setelah lampau 
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terjadinya tindak pidana. BKC yang 
tersangkut tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 62 UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, dirampas negara dan barang-barang lain 
yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat 
dirampas untuk negara. 
 
 
Pejabat Bea dan Cukai yang menghitung atau menetapkan cukai tidak 
sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 yang diatur 
di dalam Pasal 64 B UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu 
apabila Pejabat Bea dan Cukai dalam menghitung atau menetapkan cukai 
tidak sesuai dengan undang-undang ini sehingga menyebabkan belum 
terpenuhinya pungutan negara, Pejabat Bea dan Cukai dikenai sanksi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diatur pula di dalam 
Pasal 64 C UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu dalam 
hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang cukai yang menyangkut pegawai 
DJBC, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan 
Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna 
menemukan bukti permulaan. 
 
Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang diatur di dalam UU No. 11 
Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, antara lain: 
a. Tindak pidana di bidang perizinan BKC yang diatur di dalam Pasal 50 UU 
No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang 
tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan 
kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor BKC dengan 
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maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 
denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 
(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, 
b. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran BKC yang diatur di 
dalam Pasal 52 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu 
pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang 
mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa 
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 ayat 
(1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 
dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 
10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, 
c. Tindak pidana yang terkait pencatatan BKC ke dalam buku persediaan 
yang diatur di dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 
Tahun 2007, yaitu pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau pengusaha 
tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang mengakibatkan kerugian negara, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya 
dibayar, dan Pasal 53 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
yaitu setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan 
buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 
36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang 
menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan 
kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) 
yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling 
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sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 
d. Tindak pidana tentang BKC yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai 
yang diatur di dalam Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 
Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual 
atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan 
eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan 
cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai 
dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, 
e. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas 
BKC yang diatur di dalam Pasal 55 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 
Tahun 2007, yaitu setiap orang yang: 1) membuat secara melawan hukum, 
meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, 2) 
membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, 
menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau 
tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, dan 3) 
mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan 
untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai 
lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling 
sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali 
nilai cukai yang seharusnya dibayar, 
f. Tindak pidana tentang penadahan BKC yang diatur di dalam Pasal 56 UU 
No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang 
menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau 
memberikan BKC yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal 
dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 
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dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 
10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, 
g. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman BKC yang diatur di 
dalam Pasal 57 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu 
setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel 
atau tanda pengaman sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 
h. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terhadap 
BKC yang diatur di dalam Pasal 58 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 
Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menawarkan, menjual, atau 
menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang 
tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau 
tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling 
banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, 
i. Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang 
berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai yang 
diatur di dalam Pasal 58A UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 
2007, yaitu setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem 
elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di 
bidang cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan 
negara berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
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pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), 
j. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, 
perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait BKC yang diatur di dalam 
Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu jika 
suatu tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama 
suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau 
koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap: 1) badan 
hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi 
tersebut, 2) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak 
pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang 
melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut undang-undang ini 
dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, 
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi jika tindak pidana 
tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja 
maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan 
hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi 
tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing 
telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. 
Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, 
perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan 
diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus 
oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh 
seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, 
perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana berdasarkan undang-
undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda 
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak 
pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak 
menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam 
dengan pidana penjara dan pidana denda. 
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Berdasarkan pembagian hukum pidana atas dasar sumbernya, 
pengaturan mengenai tindak pidana di bidang cukai merupakan hukum pidana 
khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar 
kodifikasi. Mengenai UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 
termasuk kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum 
pidana, akan tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana. 
 
Sistem pemidanaan (sentencing system) adalah aturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila 
pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian 
atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup 
pengertian: keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemidanaan, keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana, keseluruhan sistem 
(aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau 
konkretisasi pidana, dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) 
yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan 
secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (Barda Nawawi Arief, 2003: 
135). Semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materiil 
atau subtantif, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana sebagai 
satu kesatuan sistem pemidanaan atau sistem pemidanaan terdiri dari 
subsistem hukum pidana materiil atau subtantif, subsistem hukum pidana 
formil, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Pada hukum pidana materiil 
atau subtantif keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang ada di 
dalam KUHP sebagai induk aturan yang umum dan undang-undang khusus di 
luar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan 
subtantif. Hukum pidana subtantif ditujukan untuk mengontrol perilaku warga 
masyarakat yang sengaja merugikan orang lain dan harta kekayaan atau 
melanggar perilaku yang akhirnya mempunyai konsekuensi. Oleh karena itu, 
ketentuan pidana atau sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang 
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cukai merupakan bagian khusus atau subsistem dari keseluruhan sistem 
pemidanaan (Barda Nawawi Arief, 2003: 136). 
 
Sistem pemidanaan subtantif di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU 
No. 39 Tahun 2007 tidak menyebut kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau 
pelanggaran (Barda Nawawi Arief, 2001: 73-77). Di dalam UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, jenis sanksi terhadap tindak pidana di 
bidang cukai dibagi dua, yaitu: pertama, sanksi administrasi yang merupakan 
penindakan sanksi administrasi berupa denda dan penindakan sanksi 
adiministrasi selain denda yang diputuskan oleh DJBC. Penindakan adalah 
tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan dan/atau penyegelan 
dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan UU No. 11 
Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, dan yang kedua, sanksi pidana yang 
berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara dan/atau denda, pidana 
kurungan, dan denda saja, diputuskan pengadilan negari. 
 
Tindak pidana dibidang cukai berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 Jo. 
UU No. 39 Tahun 2007, lebih menekankan pada akibatnya terhadap kerugian 
negara, yaitu tidak diterimanya pungutan negara berupa cukai yang 
seharusnya menjadi hak negara. Selanjutnya, yang berwenang memutuskan 
sanksi pidana adalah pengadilan negeri. Adapun ketentuan pidana di dalam 
UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 yang diatur di dalam pasal 
50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58A, 51, dan 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU 
No. 39 Tahun 2007. Jenis pidana di dalam ketentuan pidana UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pidana penjara atau denda, pidana 
penjara dan/atau denda, dan denda saja. Apabila pidana denda tersebut tidak 
dibayar oleh yang bersangkutan, maka sebagai gantinya diambilkan dari 
kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan dan jika penggantian tidak 
dapat dipenuhi maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan, hal ini diatur di dalam Pasal 59 UU No. 11 Tahun 1995 
Jo. UU No. 39 Tahun 2007. Mengenai kadaluarsa tindak pidana yang diatur di 
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dalam Pasal 60 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu 
tindak pidana dalam undang-undang ini tidak dapat dituntut setelah lampau 
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terjadinya tindak pidana. BKC yang 
tersangkut tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 62 UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, dirampas negara dan barang-barang lain 
yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat 
dirampas untuk negara, dan penyelesaian atas barang-barang yang dirampas 
untuk negara tersebut diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. 
 
Terhadap badan hukum, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa 
berupa denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tetapi 
jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak 
menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan 
pidana penjara dan denda, hal itu diatur Pasal 61 ayat (4) UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. 
 
Sanksi pidana yang dirumuskan dengan sistem kumulatif, pidana 
penjara yang dibatasi minimum dan maksimumnya serta  pidana denda yang 
besarnya merupakan perkalian dari nilai rupiah yang dibatasi nilai minimum 
dan maksimumnya, yaitu Pasal 53 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 
Tahun 2007, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 
(tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah). 
 
Sanksi pidana yang dirumuskan dengan sistem kumulatif, pidana 
penjara yang dibatasi minimum dan maksimumnya serta  pidana denda yang 
besarnya merupakan perkalian dari cukai yang sudah dibatasi nilai minimum 
dan maksimumnya, antara lain: 
a. di dalam Pasal 50 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
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lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai 
cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya 
dibayar, 
b. di dalam Pasal 52 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai 
cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya 
dibayar, 
c. di dalam Pasal 55 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali 
nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang 
seharusnya dibayar, 
d. di dalam Pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai 
cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya 
dibayar. 
 
Sanksi pidana yang dirumuskan dengan sistem gabungan (alternatif 
atau kumulatif), sanksi pidana tersebut besarnya secara pasti ditetapkan dalam 
ketentuan yang bersangkutan, yaitu di dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 
Jo. UU No. 39 Tahun 2007, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang 
seharusnya dibayar. 
 
Sanksi pidana yang dirumuskan dengan sistem gabungan (alternatif 
atau kumulatif), pidana penjara yang dibatasi minimum dan maksimumnya 
serta pidana denda yang besarnya merupakan perkalian dari cukai yang 
terutang yang sudah dibatasi nilai minimum dan maksimumnya, antara lain: 
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a. di dalam Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai 
cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya 
dibayar, 
b. di dalam Pasal 58 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai 
cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya 
dibayar. 
 
Sanksi pidana yang dirumuskan dengan sistem gabungan (alternatif 
atau kumulatif), pidana penjara yang dibatasi minimum dan maksimumnya 
serta  pidana denda yang besarnya merupakan perkalian dari nilai rupiah yang 
dibatasi nilai minimum dan maksimumnya, antara lain: 
a. di dalam Pasal 57 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 
b. di dalam Pasal 58A ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 
2007, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), 
c. di dalam Pasal 58A ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 
2007, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
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Sanksi pidana yang besarnya secara pasti sudah ditetapkan dalam 
ketentuan yang bersangkutan, antara lain: 
a. di dalam Pasal 59 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
yaitu dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, 
diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai 
gantinya dan dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan, 
b. di dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling 
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana 
tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan 
pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana 
penjara dan pidana denda, 
 
Sanksi pidana terhadap tindak pidana yang diatur di dalam UU No. 11 
Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tersebut di atas, lamanya pidana 
penjara minimum 1 (satu) tahun dan maksimumnya adalah 10 (sepuluh) tahun, 
sedangkan nilai minimum dari denda yang merupakan nilai rupiah adalah 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nilai maksimumnya 
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Nilai minimum dari denda yang 
merupakan perkalian dari cukai yang terutang adalah 2 (dua) kali nilai cukai 
dan nilai maksimumnya 20 (dua puluh) kali nilai cukai. 
 
C. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta 
Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai 
1. Kasus Posisi dan Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 
48/Pid.B/2008/PN.Ska. 
Kasus Posisi di dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 
48/Pid.B/2008/PN.Ska., yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2007 
bertempat di PT. Minapadi Makmur yang alamatnya di Jalan Sumpah Pemuda 
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Nomor 99 A, Kota Surakarta yang termasuk di dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Surakarta, ketika Sri Haryanto bersama team sebagai 
Pejabat Bea dan Cukai Kota Surakarta yang telah mendapat ijin dari Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta untuk melakukan 
pengecekan kegiatan produksi rokok PT. Minapadi Makmur milik Terdakwa 
yang bernama Tri Handoyo. Sri Haryanto bersama team pada waktu 
melakukan pengecekan menemukan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) 
sebanyak 18 (delapan belas), karton 5000 merek M (Milenium), 183 etiket 
rokok merek Premio isi 16 (enam belas) batang kretek filter dengan kemasan 
produksi  PR. JAK Indonesia yang disimpan dan diproduksi di ruang bawah 
tanah PT. Minapadi Makmur, barang-barang yang tersebut di atas bukan 
merupakan produk yang telah ditetapkan HJE dan mereknya oleh Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta. 
 
PT. Minapadi Makmur sebetulnya hanya memproduksi rokok merek 
Seng filter jenis SKM isi 12 batang dengan HJE Rp. 5.700,- tarif cukai 26 %, 
merek Seng King size jenis SKT isi 10 batang dengan HJE Rp. 4.100,- tarif 
cukai 8 %, merek Ompak spesial jenis SKT isi 10 batang dengan HJE Rp. 
4.100,- tarif cukai 8 % dan merek-merek tersebut yang dilakukan pencatatan 
BKC ke dalam buku persediaan. Rejo Sutriso yang bekerja di PT. Minapadi 
Makmur yang bertugas menjalankan mesin pelintingan, mengisi tembakau dan 
filter ke dalam mesin, serta membuat rokok merek M (Milenium) dan merek 
Premio, sedangkan Sularmi yang bekerja di PT. Minapadi Makmur yang 
bertugas mencatat hasil produksi rokok PT. Minapadi Makmur ke dalam buku 
persediaan dan melaporkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Surakarta, tidak melakukan pencatatan rokok merek M (Milenium) 
dan merek Premio ke dalam buku persediaan sehingga akibat perbuatan 
terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp. 10.310.625,00 (sepuluh juta tiga ratus 
sepuluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). 
 
 xlix
Terdakwa diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta 
dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2008 No. 
REG.PERK.PDS-01/FT.2/SKRT/02/2008 yang isinya: dakwaan kesatu, 
terdakwa telah melanggar Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 
Tahun 2007 dan dakwaan kedua, terdakwa telah melanggar Pasal 52 UU No. 
11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. Kemudian, setelah dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum dibacakan dan terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan 
tersebut, selanjutnya terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan eksepsi, 
oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan alat bukti 
berupa keterangan saksi-saksi, antara lain saksi Sri Haryanto yang 
memberikan keterangan bahwa saksi bersama team sebagai Pejabat Bea dan 
Cukai Kota Surakarta yang telah mendapat ijin dari Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta untuk melakukan pengecekan kegiatan 
produksi rokok PT. Minapadi Makmur milik Terdakwa yang bernama Tri 
Handoyo. Sri Haryanto bersama team pada waktu melakukan pengecekan 
menemukan rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) sebanyak 18 (delapan 
belas), karton 5000 merek M (Milenium), 183 etiket rokok merek Premio isi 
16 (enam belas) batang kretek filter dengan kemasan produksi PR. JAK 
Indonesia yang disimpan dan diproduksi di ruang bawah tanah PT. Minapadi 
Makmur, barang-barang yang tersebut di atas bukan merupakan produk yang 
telah ditetapkan HJE dan mereknya oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Surakarta. Saksi Rejo Sutriso yang bekerja di PT. Minapadi 
Makmur yang bertugas menjalankan mesin pelintingan, mengisi tembakau dan 
filter ke dalam mesin, serta membuat rokok merek M (Milenium) dan merek 
Premio, memberikan keterangan bahwa benar PT. Minapadi Makmur milik 
Terdakwa yang bernama Tri Handoyo, serta saksi tidak tahu apakah rokok 
merek M (Milenium) dan merek Premio di catat ke dalam buku persediaan, 
sedangkan saksi Sularmi yang bekerja di PT. Minapadi Makmur yang 
bertugas mencatat hasil produksi rokok PT. Minapadi Makmur ke dalam buku 
persediaan dan melaporkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Surakarta, tidak melakukan pencatatan rokok merek M (Milenium) 
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dan merek Premio ke dalam buku persediaan dan benar PT. Minapadi 
Makmur milik Terdakwa yang bernama Tri Handoyo. Menurut keterangan 
saksi ahli Sugiyanto bahwa benar PT. Minapadi Makmur milik Terdakwa 
yang bernama Tri Handoyo dan perbuatan terdakwa tersebut yang tidak 
melakukan pencatatan rokok merek M (Milenium) dan merek Premio ke 
dalam buku persediaan merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 51 UU 
No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. Terdakwa memberikan 
keterangan yang menyatakan atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas 
benar. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau 
requisitoir yang isinya terdakwa telah melanggar Pasal 51 UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, atas tuntutan tersebut terdakwa mengerti isi 
dan maksudnya, kemudian terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi 
secara lisan yang intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan 
merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 
perbuatannya, setelah semua rangkaian acara pemeriksaan di dalam 
persidangan selesai maka dilanjutkan dengan putusan hakim. 
 
Putusan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 
48/Pid.B/2008/PN.Ska. terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu 
menyatakan bahwa terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa dengan pidana administrasi berupa denda sebesar Rp. 
10.310.625,00 (sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh lima 
rupiah), menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa harus 
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan dengan 
dibayarnya denda tersebut di atas maka PT. Minapadi Makmur dapat 
beroperasi kembali, memerintahkan agar barang bukti berupa: 25 batang 
sigaret kretek mesin (SKM) merek “M” (Milenium), 1 kantong plastik waste 
dari produksi sigaret, 5 etiket rokok merek Premio isi 16 batang kretek filter 
dengan kemasan produsi PR. JAK Indonesia, 1 bungkus SKT merek Kembang 
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Tanjung produksi PT.  Wikatama Indah, 1 batang rokok SKM merek Premio, 
Tembakau sebanyak 1 kantong = 1 kg, Tembakau sebanyak 1 kantong = 1 kg, 
dirampas untuk dimusnahkan, dan membebankan biaya perkara kepada 
terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 
 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 
Tahun 2007, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang 
dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau 
karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Fungsi cukai 
dijelaskan di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu:  
a. Revenue collection, sebagai bagian dari hukum fiskal maka fungsi cukai 
adalah dalam rangka untuk mengumpulkan penerimaan negara dalam 
bentuk pajak negara atau pusat yang berupa cukai. Fungsi tersebut 
dijelaskan pada 1) Penjelasan Umum angka  4 huruf (f) UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu materi undang-undang ini, selain 
bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip 
kepentingan penerimaan negara dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam 
undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, 
sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan 
pembangunan nasional. 2) Penjelasan Umum angka 2 UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu cukai sebagai pungutan negara 
yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat 
atau karakteristik sesuai dengan undang-undang ini merupakan 
penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan 
keseimbangan perekonomian. 3) Penjelasan Umum angka 3 UU No. 11 
Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu untuk dapat 
mengoptimalkan upaya penerimaan negar dari sektor cukai, selain upaya 
penegasan batasan obyek cukai. 4) Pasal 3 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 
Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pengenaan cukai mulai berlaku untuk 
BKC yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk BKC 
yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean sesuai 
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dengan ketentuan undang-undang kepabeanan. Penegasan saat pengenaan 
cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai BKC adalah penting 
karena sejak saat itu secara yuridis telah timbul utang cukai sehinga perlu 
dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab telah melekat hak-
hak negara. 5) Penjelasan Pasal 5 ayat (3) baris kedua UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu perubahan sistem tarif ini 
mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk kepentingan penerimaan 
negara, pembatasan konsumsi BKC, dan untuk memudahkan pemungutan 
atau pengawasan BKC. 
b. Community protection, fungsi perlindungan terhadap masyarakat 
dijelaskan pada: 1) Penjelasan Umum angka 4 huruf (c) UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu materi undang-undang ini, selain 
bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip 
pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, 
ketertiban, dan keamanan. 2) Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 
11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu penetapan tarif paling 
tinggi (57%, 80%, 275%, 1.150%) didasarkan atas pertimbangan bahwa 
apabila BKC yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif 
bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial akan dibatasi secara 
ketat. 
c. Industry facility, fungsi pemberian fasilitas terhadap industri dijelaskan 
pada: 1) Penjelasan Umum angka 4 huruf (b) UU No. 11 Tahun 1995 Jo 
UU No. 39 Tahun 2007, yaitu materi undang-undang ini, selain bertujuan 
membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip pemberian inisiatif 
yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional berupa 
fasilitas pembebasan cukai. 2) Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pembebasan cukai dapat diberikan 
atas BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam 
pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan BKC. Fasilitas 
pembebasan cukai berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dimaksudkan 
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untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan industri yang 
menggunakan BKC sebagai bahan baku. 
d. Pemberian kesempatan kerja, fungsi pemberian kesempatan kerja 
dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 
Tahun 2007, yaitu pembuatan BKC berupa hasil tembakau dapat diizinkan 
di luar pabrik dan merupakan tanggungjawab pengusaha pabrik yang 
bersangkutan, hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan 
kepada pengusaha yang bersangkutan agar dapat meningkatkan produksi 
dan memberkan kesempatan kerja kepada masyarakat yang tidak dapat 
ditampung bekerja di dalam pabrik, untuk sigaret yang proses 
pembuatannya menggunakan tangan maka tarif cukainya lebih rendah 
daripada sigaret yang dalam proses pembuatannya menggunakan mesin 
(Basuki Suryanto, 2008: 1-3). 
 
Mengingat pentingnya fungsi cukai tersebut di atas sehingga 
penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai merupakan 
hal yang penting untuk diteliti, seperti halnya mengenai penegakan hukum 
pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tindak pidana di 
bidang cukai. Untuk lebih jelasnya maka akan dibahas tentang penegakan 
hukum pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tindak 
pidana di bidang cukai berikut ini. 
 
Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan 
bagian dari konsep struktur hukum. Hukum adalah kontrol sosial dari 
pemerintah yang merupakan suatu aturan dan proses sosial yang mendorong 
masyarakat agar berperilaku yang baik guna mencegah perilaku yang buruk. 
Kontrol sosial merupakan jaringan aturan, proses yang menyeluruh, dan 
membawa akibat hukum terhadap perilaku yang melanggar hukum yang akan 
dapat berdampak terhadap terciptanya budaya hukum sebagai bagian dari 
sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang meliputi kepercayaan, 
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nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah sarana untuk 
menggunakan hukum guna kepentingan tegaknya norma sosial dan hukum. 
 
Hukum pidana termasuk bagian di dalam kerangka sistem hukum, di 
samping bidang hukum lain.  Menururt Lawrence M. Friedman, sebagai suatu 
sistem, maka hukum mencakup: pertama, struktural yang mencakup wadah 
atau bentuk dari sistem tersebut, tatanan lembaga-lembaga hukum formal, 
hubungan antar lembaga tersebut, serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. 
Komponen struktural menunjukkan pola yang menyangkut bagaimana hukum 
dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya dan diperhatikan pula 
aparat penegak hukum yang bekerja dalam suatu proses yang dilaksanakannya 
(Soerjono Soekanto, 2005: 59-60). 
 
Struktur hukum pidana dan proses acara pidana merupakan penerapan 
dari ketentuan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana yang 
melibatkan aparat-aparat penegak hukum seperti badan penyidik, badan 
penuntut, badan pengadilan, dan badan pelaksana pidana. Keseluruhan 
dinamika tugas dan wewenang yang dioperasionalkan oleh aparat penegak 
hukum dalam serangkaian proses secara formal merupakan aspek struktural 
dari hukum pidana. Penggambaran sistem peradilan pidana merupakan sistem 
yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat 
untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang 
dapat diterima. Cakupan tugas sistem peradilan pidana adalah mencegah 
masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi 
sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah 
dipidana, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 
mengulangi lagi perbuatannya. 
 
Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan 
pidana adalah instansi-instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 
pemasyarakatan. Apabila  Komponen-komponen yang bekerja sama dalam 
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sistem peradilan pidana itu tidak bekerja dalam kesatuan sistem maka akan 
menimbulkan kerugian yang berkaitan dengan kesukaran dalam menilai 
sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan 
dengan tugas mereka, kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah 
pokok masing-masing instansi sebagai subsistem, dan karena tanggungjawab 
masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak 
terlalu  memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana. 
 
Kedua, subtansial yang meliputi isi norma-norma hukum beserta 
perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi 
pelaksana hukum maupun pencari keadilan atau hukum pidana materiil, 
hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Komponen subtansial 
adalah hasil dari sistem hukum, subtansi dari hukum sebagai peraturan-
peraturan yang digunakan oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan 
perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan hukum. Ketiga, kultural atau 
kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 
hukum yang berlaku merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa 
yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk yang berupa pendidikan 
hukum dan ilmu hukum pidana. Komponen kultural berupa sikap dan nilai-
nilai yang menjadi pegangan publik. Kultur hukum merupakan keseluruhan 
faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat 
yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. 
 
Menurut Lawrence M. Friedman, untuk terciptanya suatu peraturan 
yang ideal adalah dipenuhinya komponen-komponen subtansi hukum, struktur 
hukum, dan budaya hukum. Sebagai sistem hukum, ketiga komponen tersebut 
di atas dapat diaktualisasikan secara nyata, bekerjanya hukum menampakkan 
hubungan erat yang diproses melalui ketiga komponen tersebut. Peraturan-
peraturan yang dilaksanakan atau tidak, merupakan masalah yang masuk 
dalam lingkup budaya hukum (Soerjono Soekanto, 2005: 59-60). 
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Menurut Soedarto, dalam menghadapi masalah kriminal harus 
diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: 1) tujuan penggunaan 
hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil 
berdasarkan Pancasila. Maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk 
menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan 
penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat, 
2) perbuatan yang diusahakan untuk mencegah dan menanggulangi dengan 
hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu 
perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spirituil atas warga 
masyarakat, 3) penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip 
biaya dan hasil, 4) penggunaan hukum pidana harus memperhatikan 
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum sehingga tidak 
melampaui beban tugas (Barda Nawawi Arief, 1996: 33-34). 
 
Upaya untuk menanggulangi kejahatan merupakan kebijakan kriminal 
atau politik kriminal, di antaranya penanggulangan tersebut menggunakan 
sarana hukum pidana (kebijakan hukum pidana atau penal policy). Menurut 
Sudarto, pengertian kebijakan kriminal, yaitu: dalam arti sempit, adalah 
keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap 
pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas, adalah keseluruhan 
fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja. Dalam 
arti paling luas, adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui 
perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk 
menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat Upaya penanggulangan 
kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada 
keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial dan ada 
keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan 
penal dan non penal (Barda Nawawi Arief, 1996: 1-4). 
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Kebijakan hukum pidana atau penal policy merupakan bagian dari 
ilmu pengetahuan hukum pidana moderen. Menurut Marc Ancel, penal policy 
adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan 
praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih 
baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-
undang dan pengadilan yang menerapkan undang-undang tetapi juga kepada 
para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Politik hukum adalah 
usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 
keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-
badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang 
dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa 
yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-
citakan. Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana berarti 
mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana 
yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna, serta 
melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan 
peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada 
suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Politik hukum pidana 
diartikan bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu 
perundang-undangan pidana yang baik. Menurut A. Mulder, politik hukum 
pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan: seberapa jauh 
ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, apa 
yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan cara 
bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus 
dilakukan (Barda Nawawi Arief, 1996: 27-28). 
 
Menurut Muladi, dalam mengindentifikasi tentang hubungan 
penegakan hukum pidana dengan politik kriminal dan politik sosial, yaitu 
penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan atau politik kriminal. Tujuan akhir dari politik 
kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama 
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kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum pidana yang merupakan bagian 
dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari 
kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau politik sosial. 
Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat, maka usaha pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk usaha penegakan hukum pidana yang 
merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. 
 
Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal 
policy), Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 
kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan 
sosial (social-welfare policy) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat 
(social-defence policy). Kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan 
atau politik kriminal dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum 
pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy) khususnya pada tahap 
kebijakan yudikatif atau aplikasi atau penegakan hukum pidana in concreto 
harus memperhatikan dan mengarahkan tercapainya tujuan dari kebijakan 
sosial yang berupa kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Sistem 
kekuasaan negara terbagi atas kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. 
Kekuasaan yudikatif terdiri atas kekuasaan menyidik, menuntut, mengadili, 
dan melaksanakan pidana yang merupakan sistem peradilan pidana terpadu, 
untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal 
merupakan penal policy atau penal-law enforcement policy yang 
fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu: 
a. Tahap formulasi atau tahap kebijakan legislatif sebagai tahap penegakan 
hukum in abstrakto oleh badan pembuat undang-undang. 
Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana, tidak dapat 
dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu 
perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sebagai salah 
satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan untuk 
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mencapai kesejahteraan masyarakat, maka tahap penetapan pidana 
merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan 
tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pemidanaan apabila 
terjadi suatu pelanggaran hukum. Tahap tersebut merupakan tahap 
perencanaan yang strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat 
memberi arah pada tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. 
Setiap perencanaan mengandung suatu kebijakan memilih dan menetapkan 
berbagai alternatif dan pemilihan itu dilakukan berdasarkan pertimbangan 
yang rasional. Kebijakan menetapkan suatu jenis sanksi pidana tertentu 
sebenarnya bukanlah awal dari suatu perencanaan yang strategis, langkah 
utama justru menetapkan tujuan yang hendak dicapai. 
 
Tujuan umum dari setiap langkah kebijakan kriminal harus terarah 
pada perlindungan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan, kehidupan 
kultural yang sehat, kesejahteraan, dan mencapai keseimbangan di dalam 
masyarakat. Perumusan tujuan operasional dimaksudkan untuk dapat 
mengetahui atau mengukur apakah pidana yang telah ditetapkan dapat 
secara efektif mencapai tujuan. Tujuan pemidanaan justru mengikat atau 
menjalin setiap tahap pemidanaan menjadi jalinan mata rantai dalam satu 
kebulatan sistem yang rasional. 
 
Tujuan pidana yang berlatar belakang filsafat pembinaan, 
mempunyai pengaruh dalam menetapkan kebijakan strategi, yaitu dalam 
kebijakan menetapkan sanksi pidana yang meliputi masalah-masalah 
menetapkan jenis dan jumlah berat ringannya pidana. Penetapan jenis 
pidana oleh pembuat undang-undang dimaksudkan untuk menyediakan 
seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka 
menanggulangi kejahatan dan membatasi para penegak hukum dalam 
menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan itu. Mencegah 
dalam tujuan pidana, mencakup pengertian mencegah agar si pembuat 
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tidak melakukan lagi tindak pidana dan mencegah agar orang lain, calon 
pembuat potensiil, dan masyarakat juga tidak melakukan tindak pidana. 
 
Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan yang 
secara operasional menjadi bagian dari perencanaan dan mekanisme 
penanggulangan kejahatan mempunyai masalah sentral mengenai 
penentuan: (a) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, (b) 
sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar 
(Barda Nawawi Arief, 1996: 61). Tahap kebijakan legislatif atau kebijakan 
perundang-undangan yang memformulasikan mengenai tindak pidana 
maupun penetapan sanksi pidana merupakan masalah yang fundamental 
dan strategis sebab merupakan tahap yang dilihat dari keseluruhan proses 
kebijakan untuk mengoperasionalisasikan sanksi pidana. 
 
Dalam formulasi, dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana 
dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-
tahap berikutnya, yaitu: tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan 
dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (Barda 
Nawawi Arief, 1996: 5). Dalam kebijakan legislatif selain dirumuskan 
mengenai tindak pidana dan sanksi pidananya, juga direncanakan 
mengenai mekanisme atau prosedur sistem peradilan pidana sebagai 
penegakan hukum pidana. Keefektifan sistem peradilan pidana, 
dikemukakan La Patra bahwa crime policy yang di dalamnya termasuk 
sistem peradilan pidana dikatakan efektif apabila mampu mengurangi 
kejahatan, baik dalam arti mampu melaksanakan pencegahan kejahatan 
maupun mampu melakukan perbaikan terhadap si pelaku kejahatan (Barda 
Nawawi Arief, 1996: 4). Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan 
penerapan sanksi pidana diperlukan pola pemidanaan. Pola pemidanaan 
merupakan pedoman legislatif bagi pembuat undang-undang dimaksudkan 
sebagai pegangan atau acuan atau pedoman untuk membuat atau 
menyusun perturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. 
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Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan merupakan tugas aparat legislatif, bahkan 
kebijakan legislatif adalah tahap yang paling strategis dari upaya 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui penal policy. Oleh 
karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan 
kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. 
 
Dikenal ada dua fungsi hukum pidana, yaitu fungsi yang umum 
dan fungsi yang khusus. Fungsi yang umum sama dengan fungsi hukum 
pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau 
menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pidana tidak mengatur 
masyarakat begitu saja tetapi mengaturnya secara patut dan bermanfaat, 
sebab hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju kebijakan 
dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.  Fungsi yang khusus 
adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang 
merugikannya dengan sanksi yang berupa pidana yang bersifat lebih tajam 
dibandingkan dengan sanksi lain yang terdapat dalam bidang hukum 
lainnya. Hukum pidana memberi aturan-aturan untuk menanggulangi 
perbuatan jahat dan mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya 
pelanggaran-pelanggaran norma hukum, pengaruh tersebut tidak hanya 
ada apabila sanksi pidana benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran 
yang konkret, melainkan sudah ada dengan dicantumkannya dalam 
peraturan hukum pidana. 
 
b. Tahap aplikasi atau tahap kebijakan yudikatif sebagai tahap penerapan 
hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum. 
Dari sudut sistem kebijakan hukum pidana maka harus ada jalinan 
mata rantai antara kebijakan menetapkan jumlah sanksi pidana oleh 
pembuat undang-undang dengan kebijakan menjatuhkan pidana secara 
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konkrit oleh hakim, tidak berarti bahwa jumlah maksimum pidana yang 
ditetapkan oleh pembuat undang-undang harus sama dengan yang 
dijatuhkan oleh hakim, hal ini menyangkut masalah kebebasan hakim, 
tetapi tidak berarti bahwa kebebasan hakim boleh terlalu jauh berbeda dari 
kebijakan strategis pidana yang telah ditetapkan. 
 
Tahap aplikasi yang merupakan kebijakan hukum pidana yang 
menyangkut penerapan perundang-undangan hukum pidana sebagai 
kebijakan yudikatif. Dalam hal ini melibatkan berbagai pihak seperti 
polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, penasehat hukum, 
dan masyarakat. Hal tersebut merupakan penegakan hukum pidana dalam 
kerangka sistem peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan 
kejahatan. Aparat penegak hukum bekerja berdasarkan aturan hukum 
acara pidana agar tercipta sistem peradilan yang benar, adil, dan tidak 
terjadi tindakan yang sewenang-wenang sebab hukum acara pidana 
ditujukan untuk mengontrol kekuasaan dan memberi batas-batas 
wewenang para penegak hukum. Kebijakan hukum pidana pada tahap 
aplikasi (kebijakan yudikatif) tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan 
sebelumnya, yaitu kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi yang sudah 
memberikan landasan legitimasi untuk tahap-tahap berikutnya. Peradilan 
pidana tidak sekedar dilihat sistem penanggulangan kejahatan melainkan 
sebagai social problem yang sama dengan kejahatan itu sendiri, hal 
tersebut dikarenakan dalam kenyataannya kejahatan justru meningkat 
sebagai indikator tidak efektifnya sistem peradilan pidana dalam hal-hal 
tertentu dapat dilihat sebagai faktor kriminogen dan viktimogen. 
Kebijakan hukum pidana mengenai tahap-tahap operasionalnya maka 
pedoman pemidanaan berada dalam tahap penerapan (kebijakan yudikatif). 
Pedoman pemidanaan atau pedoman yudisial bagi hakim merupakan 
pedoman untuk menjatuhkan pemidanaan (Barda Nawawi Arief, 1996:1). 
Untuk menjawab rumusan permasalahan di dalam pembahasan, penulis 
lebih memfokuskan mengenai tahap aplikasi atau tahap kebijakan 
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yudikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana  terhadap tindak pidana 
di bidang cukai oleh aparat penegak hukum khususnya hakim. 
 
c. Tahap eksekusi atau tahap kebijakan eksekutif atau administrasi sebagai 
pelaksanaan hukum pidana secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksana 
pidana. 
Kebijakan eksekutif merupakan kebijakan pelaksanaan dari apa 
yang telah ditetapkan secara konkret dalam kebijakan yudikatif dan 
mempunyai rentetan sejak tahap formulasi pada kebijakan legislatif. 
Kebijakan pelaksanaan pidana mendasarkan pada sistem pemidanaan yang 
sudah direncanakan dengan tepat dan efektif apabila dikenakan terhadap 
seseorang sebagai terpidana. Rangkaian kebijakan hukum pidana dapat 
dilihat sebagai formulasi sanksi pidana dalam kebijakan legislatif dan 
diaplikasikan pada kebijakan yudikatif, selanjutnya eksekusi pidana pada 
kebijakan eksekutif. 
 
Penentuan sistem pidana dalam hukum pidana disertai dengan 
pengaturan mengenai pelaksanaan pidana yang diterapkan secara nyata 
terhadap terpidana. Pelaksanaan pidana sebagai hukum memerlukan 
pembatasan sehingga ruang lingkup hukum pelaksanaan pidana 
merupakan peraturan hukum tentang mekanisme pelaksanaan pidana dan 
organisasi lembaga-lembaga pelaksanaan pidana. Hukum pelaksanaan 
pidana sebagai kebijakan hukum pidana tahap eksekutif yang benar-benar 
dirasakan langsung oleh terpidana maka penting sekali diperhatikan 
mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Secara umum tujuan 
hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang 
dilakukan seseorang dan memelihara ketertiban hukum guna 
mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu 
kesatuan (for the public as a whole). Apabila seseorang yang melakukan 
perbuatan pidana merasa takut mendapatkan hukuman sehingga dia tidak 
akan melakukan perbuatan pidana dan masyarakat merasa aman. Selain 
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itu, jika seseorang yang mendapat hukuman kemudian menjadi sadar dan 
tidak melakukan perbuatan pidana lagi maka keadaan masyarakat menjadi 
tenteram. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau 
penderitaan terpidana (not only for the person injured), tetapi melihat 
ketenteraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh (Leden 
Marpaung, 2005: 4-5). 
 
Teori tujuan pemidanaan ada tiga, yaitu: pertama, teori absolut atau 
teori pembalasan (retributive theorie) berpandangan berdasarkan keadilan 
maupun nilai moral, pidana sepatutnya diperlukan untuk memperbaiki 
keseimbangan moral yang telah rusak oleh kejahatan, maka pelakunya 
harus dipidana sebagai balasannya. pidana dijatuhkan semata-mata karena 
seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana merupakan akibat 
mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 
melakukan tindak pidana (Muladi, 1998: 10). Hukuman dijatuhkan sebagai 
pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang 
mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat, 
sehingga titik berat perhatiannya pada masa lampau (Zamhari Abidin, 
1986: 14) Menurut Karl Christiansen, karakteristik dari teori absolut atau 
teori pembalasan (retributive theorie) adalah: a) tujuan pidana adalah 
semata-mata untuk pembalaasan, b) pembalasan adalah tujuan utama dan 
di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya 
untuk kesejahteraan rakyat, c) kesalahan merupakan satu-satunya syarat 
untuk adanya pidana, d) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan 
pelaku tindak pidana, e) pidana melihat ke belakang yang merupakan 
pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, 
atau memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana (Muladi, 1998: 17). 
Kedua, teori relatif atau teori tujuan (utilitarian theorie) berpandangan 
pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. 
Pembalasan tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk 
melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Karl Christiansen, 
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karakteristik teori relatif atau teori tujuan (utilitarian theorie) adalah: a) 
tujuan pidana adalah pencegahan (prevention), b) pencegahan bukanlah 
tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih 
tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat, c) hanya pelanggaran-pelangaran 
hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku tindak pidana yang 
memenuhi syarat untuk adanya pidana, d) pidana harus ditetapkan 
berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan tindak pidana, e) 
pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung 
unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan 
tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan tindak pidana 
untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Muladi, 1998: 17). Ketiga, 
teori gabungan yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan 
pertahanan tata tertib masyarakat. Mengenai asas pembalasan tidak boleh 
melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat 
dipertahankannya tata tertib masyarakat. Dalam hal yang berkaitan dengan 
perlindungan tata tertib masyarakat maka penderitaan atas dijatuhinya 
pidana tidak boleh lebih berat daripada tindak pidana yang dilakukan 
pelaku (Adami Chazawi, 2002: 162). Teori gabungan titik berat 
perhatiannya pada masa lampau dan masa yang akan datang dan 
mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman untuk mempertahankan tata 
tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi penjahat (Leden 
Marpaung, 2005: 107). Muladi berpendapat lebih cenderung untuk 
mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan 
pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis yang 
dilandasi asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap 
keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. 
Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan 
individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. 
 
Dalam mengimplementasikan tujuan pidana, KUHP sebagai induk 
atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana 
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sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yang dibedakan menjadi 
pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 
denda, pidana tutupan (pidana tutupan ditambahkan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1946 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan), dan pidana 
tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-
barang tertentu, pengumuman putusan hakim. 
 
Pelaksanaan sanksi pidana perlu dihubungkan dengan kebijakan 
pembangunan manusia yang ingin membentuk manusia Indonesia 
seutuhnya. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan adanya unsur 
penderitaan yang dikandung dalam pidana yang dapat menyerang 
kepentingan atau nilai  yang paling berharga bagi kehidupan manusia. 
Kepentingan-kepentingan sosial tersebut meliputi: a) pemeliharaan tertib 
masyarakat, b) perlindungan masyarakat dari kejahatan, c) 
memasyarakatkan kembali para pelanggar, dan d) memelihara atau 
mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai 
keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan. Penggunaan sanksi 
pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai 
kemanusiaan yang beradap dan pidana dimanfaatkan untuk menumbuhkan 
kesadaran bagi si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan pergaulan 
hidup bermasyarakat. 
 
Tahap pertama disebut tahap pemberian pidana in abstracto, 
sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana in 
concreto. Penulis akan lebih memfokuskan pada tahap aplikasi atau tahap 
kebijakan yudikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-
aparat penegak hukum. Dari beberapa jenis tindak pidana di bidang cukai 
seperti tersebut di atas, penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai 
tindak pidana yang terkait pencatatan BKC ke dalam buku persediaan 
yang diatur dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995, sebab di Pengadilan 
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Negeri Surakarta terdapat putusan tentang tindak pidana yang terkait 
pencatatan dalam buku persediaan BKC yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan yang merupakan 
putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena 
perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 
terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Apabila 
pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 
ayat (1) KUHAP). Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang 
kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim maka terdakwa 
dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. 
 
Sebagai satu kesatuan dalam keseluruhan mekanisme 
penanggulangan kejahatan maka harus ada jalinan mata rantai antara 
setiap tahap pemidanaan. Berarti tahap aplikasi atau tahap kebijakan 
yudikatif tidak dapat dilepaskan dari tahap formulasi atau tahap kebijakan 
legislatif dan tahap eksekusi atau tahap kebijakan eksekutif atau 
administrasi, dan yang menjalin ketiga tahap pemidanaan tersebut menjadi 
satu kesatuan adalah tujuan pemidanaan seperti yang telah disebutkan di 
atas. Rangkaian atau tahap-tahap kebijakan pemidanaan harus diusahakan 
melalui penerapan metode-metode yang serasional mungkin. Untuk 
memperoleh suatu kebijakan pemidanaan yang rasional perlu digiatkan 
usaha penelitian mengenai efektivitas pidana serta studi analisa strategis 
dan integral mengenai hakikat suatu tindak pidana (Muladi, 1998: 91-145). 
 
Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai 
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, 
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 
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2005: 5). Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya 
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang 
tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur 
penilaian pribadi. Pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan 
moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum 
terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, 
kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang 
mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukan 
semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walau 
kenyataannya di Indonesia cenderung demikian. Masalah pokok 
penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, 
yaitu: 
 
a. Faktor hukumnya sendiri 
Pada dasarnya materi peraturan perundang-undangan yang 
digunakan di Indonesia selama ini, terutama yang banyak difungsikan 
untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, merupakan warisan dari 
peninggalan pemerintah Belanda yang dalam proses pembuatannya 
sangat jauh dari partisipasi masyarakat (nir-sosiologis), tidak 
memperhatikan simbol-simbol kritik yang tampak di masyarakat 
walaupum materinya relatif terstruktur dengan baik, namun hanyalah 
berlaku secara rinci dan sistemik bagi masyarakat biasa dan sangat 
lemah bagi pembuat hukumnya sendiri, apalagi pihak-pihak tertentu 
yang mempengaruhi atas kepentingannya dengan berbagai macam 
kompensasi. 
 
Peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari 
peninggalan pemerintah Belanda tersebut diakui eksistensinya melalui 
Peraturan Peralihan Pasal II UUD 1945. Ketentuan tersebut hanya 
bermaksud untuk mencegah  kevakuman di bidang hukum dengan 
harapan secepat mungkin bangsa Indonesia dapat menciptakan 
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peraturan yang dibuat sendiri dan disesuaikan dengan karakteristik 
bangsa Indonesia tanpa mengurangi penghargaan atas peraturan yang 
dibuat sendiri oleh bangsa Indonesia. 
 
Hukum adalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling 
tinggi diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi 
itu maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan. Istilah 
supremasi hukum berarti hukum ditempatkan tertinggi di antara 
dimensi-dimensi kehidupan yang lain terutama dimensi politik. 
Supremasi hukum adalah cita-cita negara yang mendambakan 
ketenangan dan kesejahteraan warganya di bawah kewibawaan hukum 
yang dipancarkan melalui: 
1) Ketaatan setiap warga terhadap peraturan perundang-undangan 
yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya, 
2) Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggara 
negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan 
kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada 
dirinya, sehingga penyalahgunaaan wewenang, penyelewengan 
kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. 
Artinya kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas 
penyelenggaraan negara bukan karena niat atau kesengajaan yang 
penuh rekayasa akan tetapi karena faktor kelalaian atau 
ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali, 
3) Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan 
keadilan, ketertiban, serta manfaat bagi semua warganya sehingga 
memancarkan kewibaan dan perlindungan terhadap setiap manusia 
(Ilhami Bisri, 2007: 130). 
 
Walaupun era reformasi telah bergulir akan tetapi belum bisa 
beranjak apalagi berubah dari kinerja dan penegakan hukum yang 
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ortodoks dan menindas. Indikator kinerja hukum yang bercirikan 
demikian tadi menurut Machfud: 
1) Pembuatannya sangat sentralistis dan tidak partisipatif karena 
dikuasai oleh negara, 
2) Isinya cenderung kuat pada watak positivistik instrumentalistik 
dalam arti lebih berorientasi pada pembenaran atas program-
program dan kehendak negara daripada program yang berorientasi 
pada masyarakat, 
3) Lingkup muatannya bersifat open interpretatif dalam arti sangat 
terbuka untuk ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa 
berdasarkan kehendak dan kekuatan politiknya sendiri, 
4) Penegakannya seringkali dilakukan dengan cara pembelokan atas 
kasus yang kuat sebagai kasus hukum menjadi kasus administratif 
belaka. Ungkapan salah prosedur mengindikasikan untuk 
menyederhanakan persoalan hukum ke persoalan yang remeh dan 
segera harus ditutup (Ilhami Bisri, 2007: 131-133). 
 
Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari 
undang-undang disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas 
berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang 
sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan 
ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penerapannya serta penafsiran 
yang sewenang-wenang yang dapat merugikan kepentingan-
kepentingan sosial (Soerjono Soekanto, 2005: 17-18). Hukum atau 
perundang-undangan itu sendiri, faktor ini berkaitan dengan:  
1) Konsistensi asas-asas atau prinsip-prinsipnya, apakah antara satu 
asas dengan asas yang lain tidak saling menegasikan atau 
bertentangan, 
2) Proses perumusan, apakah memperhatikan kecenderungan hukum 
kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan apakah penyusunannya 
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cukup demokratis dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang 
berkembang, 
3) Tingkat kemampuan hukum itu sendiri dalam operasionalnya, 
sebab tidak jarang ada sejumlah undang-undang yang tidak 
operasional, baik karena konsepnya tidak jelas dan karena 
keharusannya untuk ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan 
yang acapkali terlalu lama sehingga kalaupun aturan pelaksanaan 
itu pada akhirnya keluar, sudah tidak relevan lagi dengan 
perkembangan yang ada dan seterusnya. Faktor yang berdiri di 
belakang kelembekan suatu negara atau ketidakdisiplinan sosial 
yang meluas, yaitu perundang-undangan yang terburu-buru 
(sweeping legislation) (Bambang Sutiyoso, 2004: 58-66). 
 
b. Penegak hukum 
Moralitas dan komitmen para penegak hukum sangat penting 
supaya dapat bertanggungjawab secara moral dan bukan justru jabatan 
penegak hukum sebagai lahan yang empuk untuk menumpuk kekayaan 
bagi diri sendiri. Aparat penegak hukum yang mempunyai komitmen 
bisa saja mengendalikan tindak pidana yang terjadi di dalam 
masyarakat meskipun harus bertentangan dengan hukum positif 
dengan tidak menutup kemungkinan untuk memberantas penyebabnya. 
Putusan hakim yang dirasa tidak rasional dan lepas dari asas keadilan 
maka dapat menimbulkan tindak pidana pula. Para penegak hukum 
dalam menangani suatu tindak pidana tidak boleh diskriminatif, sebab 
hal ini berkaitan dengan komitmen moralnya. Apabila dalam 
menegakkan keadilan kemudian berperilaku diskriminatif, sudah jelas 
aparat penegak hukum tersebut tidak mempunyai komitmen moral. 
 
Fenomena sosial yang berkaitan dengan problematika 
penegakan hukum di Indonesia, yaitu terjadinya keterpurukan dan 
kebobrokan supremasi hukum yang ditandai dengan semakin 
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banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
yang dibarengi semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak 
pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Ketidakkonsistenan para 
aparat penegak hukum bukan hanya tercium oleh masyarakat tetapi 
sudah menjadi rahasia umum sehingga peradilan dapat dibeli dengan 
uang karena uang yang berkuasa. Ketidakkonsistenan para aparat 
penegak hukum, menumbuhkan rasa ketidakpercayaan masyarakat 
kepada hukum, sehingga untuk merealisasikan unsur-unsur yang 
semestinya melekat pada hukum, yaitu: keadilan, kepastian, dan 
fungsinya untuk membangun kesejahteraan, mengalami disfungsi yang 
memprihatinkan. 
 
Terjadinya amuk massa, main hakim sendiri, pembakaran, 
pengroyokan, dan kebiasaan masyarakat yang melanggar hukum itu 
memiliki korelasi yang tidak bisa dipisahkan dengan karakteristik 
praktisi maupun teoritisi hukum yang tidak konsisten terhadap hakikat 
dari peradilan yang sesungguhnya, padahal masyarakat mengharapkan 
suatu proses penegakan keadilan yang diamanatkan kepada institusi 
peradilan yang berada pada aras penegakan hukum yang 
mendengarkan kepentingan rakyat, terbuka, transparan, dan akuntabel. 
 
Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai 
kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di 
dalam struktur kemasyarakatan, sebagai wadah yang isinya adalah 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang merupakan peranan. 
Hak adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat dan kewajiban 
adalah beban atau tugas. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya 
dengan warga masyarakat lainnya yang mempunyai beberapa 
kedudukan dan peranan sekaligus, sehingga tidak mustahil apabila 
antara kedudukan dan peranan timbul konflik. Mengenai penegak 
hukum lebih banyak tertuju pada diskresi yang menyangkut 
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pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum dan penilaian 
pribadi juga memegang peranan. Dalam penegakan hukum, diskresi 
sangat penting karena tidak ada perundang-undangan yang sedemikian 
lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, adanya 
kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan 
dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat, kurangnya 
biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang 
dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, dan adanya kasus-kasus 
individual yang memerlukan penanganan secara khusus (Soerjono 
Soekanto, 2005: 19-22). 
 
Faktor-faktor yang menentukan sikap responsif penegak 
hukum, yaitu:  
1) Faktor moral 
Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah 
menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam 
penegakan hukum. Menururt Stephen Palmquis, tindakan moral 
ialah kebebasan sebagai satu-satunya fakta pemberian akal yang 
bersesuaian berdasarkan kebenaran sehingga dapat menjalankan 
kebaikan. Kebebasan ini tidak berarti dalam arti yang sebebas-
bebasnya tetapi harus berkesesuaian dengan hukum moral. 
Menurut Immanuel Kant, tindakan bisa secara moral baik atau 
buruk hanya jika dilakukan secara bebas dan berasal dari 
penghargaan terhadap hukum moral, bukan dari keinginan untuk 
memenuhi hasrat akan kebahagiaan. Supaya moralitas benar-benar 
rasional maka tindakan moral harus mampu memenuhi tujuannya 
untuk menuju kebaikan tertinggi. 
 
Dalam mekanisme penegakan hukum, para aparat penegak 
hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan 
hukum acara pidana, juga harus menaati etika profesi. Menurut 
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Soebekti, pada hakikatnya etika setiap profesi tercermin dalam 
kode etiknya. Kode etik berupa suatu ikatan, aturan atau norma 
yang harus diindahkan yang berisi petunjuk-petunjuk bagi para 
anggota organisasinya tentang larangan-larangan, yaitu apa yang 
tidak boleh diperbuat dan apa yang boleh diperbuat oleh mereka, 
tidak hanya dalam menjalankan profesinya tetapi kadang-kadang 
menyangkut tingkah laku mereka pada umunya dalam masyarakat. 
Etika profesi sangat berkaitan dengan integritas moral karena 
kesadaran moral merupakan faktor penentu agar tindakan manusia 
selalu bermoral dan berperilaku susila yang akan membawa akibat 
timbulnya kesadaran untuk menaati norma-norma yang diharapkan 
sesuai dengan tuntutan profesi. Menurut Bismar Seregar, etika 
profesi tidak dapat dilepaskan dengan prinsip Ketuhanan Yang 
Maha Esa sebagai manifestasi iman yang merupakan esensi sikap 
keagamaan. Dalam pembahasan mengenai hal tersebut di atas, 
penulis menitikberatkan pada etika profesi hakim. Kode etik hakim 
terdapat dalam Keputusan Rapat Kerja Para Ketua Pengadilan 
Tinggi dan Pengadilan Negeri Nomor 2 Tahun 1966 tentang Kode 
Etik Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim, dalam keputusan 
tersebut menyatakan hakim mempunyai tugas yang luhur 
menegakkan hukum dan keadilam atas dasar kebenaran dan 
kejujuran dengan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan ditetapkan mengenai sifat-sifat hakim, yaitu hakim harus 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
 
Menurut Muladi, elemen dasar dari penegakan hukum 
pidana merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak dan 
penuh dengan pemecahan masalah yang harus dilakukan secara 
adil dan patut, serta keadilan harus mencakup kejujuran, tidak 
memihak, dan pemberian sanksi yang patut. Penegakan hukum 
pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, alasannya 
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adalah: 1) sistem peradilan pidana secara khas melibatkan 
penggunaan paksaan atau kekerasan dengan kemungkinan 
terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan, 2) 
aparat penegak hukum pidana merupakan pegawai pemerintah 
yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani, 3) 
bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk 
membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang di 
dalam kehidupan profesionalnya, 4) aparat penegak hukum harus 
mampu untuk mengenali kekuatan dan kelemahannya, penuh 
dedikasi terhadap peranan organisasi, berkomitmen terhadap 
hukum, kode etik, regulasi, dan standar perilaku professional, peka 
dan fleksibel terhadap situasi yang berubah dan kebutuhan maupun 
permintaan masyarakat, mampu untuk menyelesaikan misi 
organisasi atas dasar perkembangan teknologi, peka terhadap 
konflik kepentingan yang selalu terjadi perbenturan antara 
kebutuhan pribadi dan kebutuhan organisasi, harus selalu 
melakukan refleksi diri dan memeriksa apakah keputusannya 
bertentangan dengan standar etika. 
 
2) Faktor keterampilan 
Nilai-nilai sosial dan hukum tujuannya adalah untuk 
mencapai rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai keadilan 
tersebut dibutuhkan kinerja aparat penegak hukum yang dilandasi 
aleh akuntabilitas kinerja, sikap transparansi sehingga akan dapat 
membangkitkan peran serta masyarakat. Konsep kebijakan 
mengenai penegakan hukum sebagai persyaratan mutlak 
keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan pemahaman 
bahwa salah satu fungsi hukum dalam konteks pembangunan 
adalah hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. 
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Aparatur penegak hukum ini merupakan faktor kunci 
karena di pundak merekalah terutama beban penegak hukum 
diletakkan dalam praktik. Oleh karena itu, keberhasilan dan 
kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh 
kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional 
ataukah tidak. Arti penting penegak hukum profesional semakin 
terasa jika dikaitkan dengan realitas sosial yang penuh dengan 
ketimpangan dalam struktur sosial, ekonomi, pendidikan, politik 
mapupun kekuasaan. Walaupun profesionalisme ini mempunyai 
arti penting dalam proses penegakan hukum, namun semangat 
profesionalisme ini semakin mengalami kemerosotan di kalangan 
aparat penegak hukum. Kurangnya profesionalisme ini terlihat dari 
lemahnya wawasan pemikiran dan minimnya keterampilan untuk 
bekerja, rendahnya motivasi kerja, dan rusaknya moralitas personal 
penegak hukum. 
 
3) Faktor transparansi 
Penegakan hukum, dalam kerangka penegakan hukum, 
kepemimpinan aparat penegak hukum ditentukan oleh orientasi 
tugas yang terwujud dalam sikap yang konsisten, mempunyai 
komitmen, dan selalu mempunyai dorongan untuk mempunyai 
sikap berkompeten dalam penanggulangan tindak pidana di bidang 
cukai serta dapat dipercaya masyarakat. Masalah transparansi 
penegakan hukum berkaitan dengan akuntabilitas kinerja lembaga 
penegak hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme, telah menetapkan beberapa asas-asas 
dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan sebagai pedoman 
bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan 
penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan 
tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab. 
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Asas-asas penyelenggaraan negara tersebut meliputi: 1) asas  
kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara 
negara, 2) asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang 
menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggaraan negara, 3) asas keterbukaan adalah 
asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, 
4) asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, 5) 
asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, 6) asas akuntabilitas adalah asas yang 
menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
Kendala-kendala yang ada di penegak hukum, yaitu: 
kendala eksternal yang meliputi: 1) aparat penegak hukum 
memiliki hak kerahasiaan dan rahasia tersebut wajib dijaga oleh 
aparat penegak hukum, 2) hak mendapatkan informasi bagi 
masyarakat dan kewajiban memberikan informasi dari aparat 
penegak hukum sifatnya terbatas, 3) instansi dan pejabat di bidang 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan dapat terbuka kepada publik 
apabila tidak bertentangan dengan kepentingannya. Sedangkan 
kendala internal meliputi: 1) kebijakan pemberian informasi yang 
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diatur secara ketat dalam prosedur penegakan hukum, 2) informasi 
tentang proses hasil penegakan hukum berkaitan dengan 
pengakuan hak asasi manusia tersangka dan terdakwa, 3) 
masyarakat mendapatkan informasi tentang suatu peristiwa tindak 
pidana hanya terbatas siapa, kapan, di mana peristiwa itu terjadi, 
sedangkan faktor-faktor yang menyangkut masalah mengapa dan 
bagaimana merupakan suatu hal yang harus dirahasiakan. 
 
c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, di 
lingkungan masyarakat tempat hukum berlaku 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu seperti tenaga 
manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain, maka 
tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar 
untuk mencapai tujuannya (Soerjono Soekanto, 2005: 37). 
 
Gangguan dalam kelancaran proses penyelesaian penegakan 
hukum oleh lembaga-lembaga hukum disebabkan oleh tidak adanya 
keseimbangan antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah orang 
yang harus dilayani, dapat diperkirakan akan menimbulkan peluang 
bagi terjadinya cacat dalam administrasi tersebut, sehingga apakah 
aparat penegak hukum sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana 
fisik yang memadai, khususnya alat-alat teknologi modern dalam 
rangka sosialisasi hukum, mengimbangi kecenderungan-
kecenderungan penyimpangan sosial, temasuk ketersediaan sarana dan 
prasarana tempat menjalani pidana. Dalam pengertian ini, baik 
kemunduran mutu pelaksanaan maupun praktik-praktik tersebut sudah 
mengarah kepada perbuatan tercela atau terlarang. 
 
d. Faktor masyarakat 
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Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat dapat 
mempengaruhi penegakan hukum sebab pendapat-pendapat 
masyarakat mengenai hukum berhubungan dengan kepatuhannya 
terhadap hukum. Berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang 
hukum, ketertiban, dan fungsi penegak hukum. Sebab dalam 
kenyataannya, terutama masyarakat yang masih kuat memegang teguh 
hukum rakyat (folk law), pemahaman tentang apa itu hukum, 
ketertiban, dan penegakan hukum bisa berbeda dengan yang 
dimaksudkan oleh hukum positif (Soerjono Soekanto, 2005: 45). 
 
Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, baik di kalangan 
masyarakat terdidik maupun di seputar masyarakat kurang 
berpendidikan, bahkan juga di kalangan aparat penegak hukum sendiri. 
Indikator rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat terlihat dari 
banyaknya tindakan main hakim sendiri yang terjadi di dalam 
masyarakat. Para pelaku tindak pidana yang tertangkap basah saat 
melakukan tindak pidana, maka dihakimi sendiri oleh masyarakat. 
Pengaruh perubahan sosial terhadap proses penegakan hukum, 
tergambar dari perubahan tata nilai dalam masyarakat. Perubahan tata 
nilai merupakan perubahan kelakuan dalam pola interaksi sosial di 
antara sesama warga masyarakat. Nilai-nilai lama sudah ditinggalkan 
sementara nilai-nilai baru belum melembaga yang mengakibatkan 
perbenturan nilai atau terjadinya dualisme nilai dalam masyarakat. 
Ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan tersebut 
menimbulkan kerancuan nilai dan ketidakpastian sehingga merangsang 
aparat penegak hukum melakukan tindakan yang bertentangan hukum. 
 
Kultur masyarakat tempat nilai-nilai hukum akan ditegakkan. 
Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk 
mencapai kedamaian dan ketentraman di dalam masyarakat sendiri, 
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oleh karena itu masyarakat bukan saja mempengaruhi, tetapi sangat 
menentukan penegakan hukum di negara ini. Dipandang dari sudut 
sistem sosial budaya, maka Indonesia memiliki masyarakat yang 
sangat majemuk (plural society) dan berbagai macam stratifikasi 
sosial. Berbicara penegakan hukum, maka harus melibatkan 
masyarakat yang pluralistik yang berada pada masa transisi keadilan 
(transitional justic) yang fenomenal. Masyarakat merasa ikut 
memproses dan memiliki lahirnya kesepakatan dalam proses peraturan 
perundang-undangan serta ada panggilan tanggungjawab yang melekat 
dalam komitmen, kepribadian, dan moralitasnya. 
 
Menurut Esmi Warassih yang menyatakan, peranan kultur hukum 
dalam penegakan hukum sangat penting dan berhubungan dengan faktor-
faktor hukum. Oleh karena itu penegakan hukum hendaknya tidak dilihat 
sebagai suatu yang berdiri sendiri melainkan selalu berada diantara berbagai 
faktor (interchange). Dalam konteks yang demikian itu titik tolak pemahaman 
terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu rumusan hitam putih yang 
ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum 
hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam 
masyarakat melalui tingkah laku warga masyarakat sehingga titik 
perhatiannya harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan fakor-
faktor non hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan 
masyarakat yang selanjutnya disebut kultur hukum. Penegakan supremasi 
hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteratuan dan 
ketertiban yang dibutuhkannya, pada pokoknya adalah mensinergikan ketiga 
pilarnya, yaitu: peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan 
kultur hukum masyarakatnya (Sabian Ustman, 2008: 22-27, 36-44). 
 
Faktor-faktor tersebut di atas, saling berkaitan dengan erat, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum dan sebagai tolak ukur dari 
efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2005: 7-9). Fungsi 
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penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar 
sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan 
sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan 
oleh suatu undang-undang. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-
nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah 
serta perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai 
kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat karena hukum dan 
masyarakat terdapat suatu interelasi. 
 
Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma 
hukum dan nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak 
hukum harus memahami spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang 
harus ditegakkan, dan hal tersebut berkaitan dengan berbagai dinamika yang 
terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan yang terkait dengan 
adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum 
yang ditanamkan oleh penguasa dengan perasaan hukum yang bersifat spontan 
dari masyarakat. Tatacara peradilan pidana di Indonesia meliputi tiga 
subsistem, yaitu subsistem penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik, 
subsistem penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan subsistem peradilan oleh 
hakim. Pembidangan tersebut mengandung pengawasan yang melekat dan 
bersifat horizontal dengan tujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, 
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 
 
Tindak pidana yang terkait dengan pencatatan dalam buku persediaan 
BKC yang akan diteliti oleh penulis, jenis BKC yang menjadi obyek di dalam 
tindak pidana tersebut adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret kretek 
yang dibuat dengan mesin yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, 
pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, 
sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan 
mesin, dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah 
sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam pembuatannya mulai dari 
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pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk 
penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan 
mesin, hal tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 4 huruf c UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. 
 
Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tersebut 
menyatakan bahwa pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 atau pengusaha tempat penyimpanan yang 
tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 
UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yang mengakibatkan 
kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun 
dan/atau denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya 
dibayar. Unsur-unsur tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh 
terdakwa berdasarkan Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 
2007, yaitu 1. pengusaha pabrik atau orang yang mengusahakan pabrik, hal ini 
tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 
Tahun 2007, kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 1995 
Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yang dimaksud pabrik adalah tempat tertentu 
termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian 
daripadanya yang dipergunakan untuk menghasilkan BKC dan/atau untuk 
mengemas BKC dalam kemasan untuk penjualan eceran. Menurut keterangan 
saksi Sri Haryanto, Rejo Sutriso, Sularmi, saksi ahli Sugiyanto, dan 
keterangan terdakwa, PT. Minapadi Makmur milik Terdakwa yang bernama 
Tri Handoyo sehingga hal ini menunjukkan terdakwa sebagai pengusaha 
pabrik. 2. sengaja tidak melakukan pencatatan ke dalam buku persediaan 
mengenai BKC yang dibuat di pabrik, dimasukkan ke pabrik atau dikeluarkan 
dari pabrik, khususnya rokok merek M (Milenium) dan merek Premio yang 
diproduksi oleh PT. Minapadi Makmur. Berdasarkan penjelasan Pasal 16 UU 
No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, pencatatan adalah proses 
pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang pemasukan, produksi, 
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dan pengeluaran BKC serta penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita 
cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Kewajiban melakukan pencatatan 
dimaksudkan untuk memberi kemudahan dalam memenuhi ketentuan UU No. 
11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, dengan tetap menjamin 
pengamanan hak-hak negara. Sedangkan buku persediaan adalah buku daftar 
yang berisi catatan tentang jumlah BKC yang dibuat di, dimasukkan ke, 
dikeluarkan dari, dan sisa yang ada di dalam pabrik. Menurut keterangan saksi 
Sri Haryanto, Sularmi, saksi ahli Sugiyanto, dan keterangan terdakwa, 
terhadap rokok merek M (Milenium) dan merek Premio yang diproduksi oleh 
PT. Minapadi Makmur tidak dicatat ke dalam buku persediaan mengenai BKC 
yang dibuat di pabrik, dimasukkan ke pabrik atau dikeluarkan dari pabrik. 3. 
kerugian negara atau tidak diterimanya pungutan negara berupa cukai yang 
seharusnya menjadi hak negara, oleh karena rokok merek M (Milenium) dan 
merek Premio yang diproduksi oleh PT. Minapadi Makmur tidak dicatat ke 
dalam buku persediaan mengenai BKC yang dibuat di pabrik, dimasukkan ke 
pabrik atau dikeluarkan dari pabrik sehingga mengakibatkan adanya kerugian 
negara. Dengan demikian tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh 
terdakwa telah memenuhi ketiga unsur dari Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 
Jo. UU No. 39 Tahun 2007 serta terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga 
terdakwa dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 
Jo. UU No. 39 Tahun 2007. 
 
Perbuatan yang melanggar Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU 
No. 39 Tahun 2007 merupakan tindak pidana, sebelum diuraikan mengenai 
unsur-unsur tindak pidana yang ada di dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 
Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tersebut, terlebih dahulu perlu diketahui teori 
tentang tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam Hukum 
Pidana Belanda yang disebut strafbaar feit, dengan demikian istilah strafbaar 
feit juga terdapat dalam Hukum Pidana Indonesia., tetapi belum ada 
keseragaman pemakaian istilah strafbaar feit, ada yang menggunakan istilah 
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tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang 
boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. 
 
Bermacam-macamnya arti dari istilah strafbaar feit, tidak menjadikan 
adanya suatu permasalahan, asalkan makna dari istilah strafbaar feit tersebut 
sama, dan istilah tindak pidana yang dianggap merupakan istilah resmi dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia sebab hampir seluruh peraturan 
perundang-undangan di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana (Andi 
Hamzah, 1993: 2). 
 
Menurut Simons, strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam pidana 
yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan 
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, Simons merupakan 
penganut aliran monisme yang mana menyatukan unsur perbuatan dan unsur 
tanggungjawab (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 15-18). 
 
Sedangkan menurut Moelyatno, strafbaar feit yang diistilahkan dengan 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barangsiapa melanggar larangan tersebut. Moelyatno merupakan penganut 
aliran dualisme yang mana memisahkan unsur perbuatan dan unsur 
tanggungjawab dalam strafbaar feit (Moelyatno, 1983: 54). 
 
Di dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur yang melekat 
padanya. Mengenai unsur-unsur tindak pidana, tidak ada keseragaman 
pendapat oleh para ahli hukum pidana. Unsur-unsur tindak pidana terbagi dua 
macam, yaitu: 
a. Unsur-unsur subyektif 
Unsur-unsur yang melekat atau berhubungan dengan diri pelaku 
tindak  pidana dan yang termasuk di dalamnya segala sesuatu yang 
terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif terdiri dari: 
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1) Kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (culpa). 
Kesengajaan (intention/opzet/dolus) terdiri atas: kesengajaan sebagai 
maksud (oogmerk), kesengajaan sebagai sadar kepastian (opzet als 
zekerheidsbewustzijn), dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan 
(dolus evantualis). Sedangkan kealpaan (culpa) terdiri atas: kealpaan 
yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari (Leden Marpaung, 
2005:  9), 
2) Adanya maksud atau niat untuk melakukan tindak pidana, 
3) Ada atau tidak adanya perencanaan dalam melakukan tindak pidana, 




b. Unsur-unsur obyektif 
Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, 
yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan pelaku tindak 
pidana harus dilakukan (unsur-unsur dari luar diri pelaku tindak pidana). 
Unsur-unsur obyektif terdiri dari: 
1) Sifat perbuatan pelaku tindak pidana yang melanggar hukum, 
2) Keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan pelaku tindak 
pidana atau kualitas dari pelaku tindak pidana, 
3) Hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu 
kenyataan sebagai akibat atau kausalitas. 
 
Berdasarkan teori tentang tindak pidana tersebut di atas,  unsur-unsur 
tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU 
No. 39 Tahun 2007tersebut adalah: 
a. Unsur-unsur subyektif 
1) Adanya maksud atau niat untuk melakukan tindak pidana yang terkait 
pencatatan dalam buku persediaan BKC yang diatur dalam Pasal 51 
UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yang menyatakan 
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bahwa pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 11 
Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 atau pengusaha tempat 
penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 
2007, 
2) Adanya kesengajaan (intention/opzet/dolus) yang termasuk 
kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), dimana pengusaha pabrik 
yang sengaja tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 
Tahun 2007 atau pengusaha tempat penyimpanan yang sengaja tidak 
melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 
UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. Pengusaha pabrik 
yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 
yang menyatakan bahwa pengusaha pabrik wajib mencatat dalam buku 
persediaan mengenai BKC yang dibuat di pabrik, dimasukkan ke 
pabrik atau dikeluarkan dari pabrik, yang dimaksud dengan buku 
persediaan adalah buku daftar yang berisi catatan tentang jumlah BKC 
yang dibuat di, dimasukkan ke, dikeluarkan dari, dan sisa yang ada di 
dalam pabrik. Pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan 
pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) UU No. 11 
Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa 
pengusaha tempat penyimpanan wajib mencatat dalam buku 
persediaan mengenai BKC yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari 
tempat penyimpanan, 
3) Ada atau tidak adanya perencanaan dalam melakukan tindak pidana 
yang terkait pencatatan dalam buku persediaan BKC yang diatur dalam 
Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
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4) Adanya perasaan takut dari pelaku tindak pidana yang terkait 
pencatatan dalam buku persediaan BKC yang diatur dalam Pasal 51 
UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. 
b. Unsur-unsur obyektif 
1) Sifat perbuatan pelaku tindak pidana yang terkait pencatatan dalam 
buku persediaan BKC yang diatur dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, dimana pengusaha pabrik yang tidak 
melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf a UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 atau 
pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, sifat perbuatan tersebut merupakan 
pelanggaran hukum, 
2) Keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan pelaku tindak 
pidana atau kualitas dari pelaku tindak pidana sebagai pengusaha 
pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan di dalam tindak pidana 
yang terkait pencatatan dalam buku persediaan BKC yang diatur dalam 
Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yang 
mana pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 1995 Jo. 
UU No. 39 Tahun 2007 atau pengusaha tempat penyimpanan yang 
tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
3) Hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu 
kenyataan sebagai akibat atau kausalitas. Di dalam tindak pidana yang 
terkait pencatatan dalam buku persediaan BKC yang diatur dalam 
Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, dimana 
pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 1995 Jo. 
UU No. 39 Tahun 2007 atau pengusaha tempat penyimpanan yang 
tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
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ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yang 
mengakibatkan kerugian negara. Oleh karena itu perbuatan yang 
dilakukan pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan 
seperti tersebut di atas merupakan penyebab yang mengakibatkan 
adanya kerugian negara. Kerugian negara adalah tidak diterimanya 
pungutan negara berupa cukai yang seharusnya menjadi hak negara. 
 
Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang cukai yang terdapat di 
dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 merupakan hukum 
pidana khusus, tetapi proses pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa 
sebab tidak ada pengaturan khusus mengenai acara pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tindak pidana di bidang cukai. Oleh karena itu, 
berdasarkan KUHAP mulai dari pasal 143 ayat (1) sampai dengan pasal 200 
proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri, yaitu dimulai dari 
Kejaksaan Negeri memberikan surat pelimpahan perkara pidana ke pengadilan 
negeri (Pasal 143 ayat (1) KUHAP), setelah itu di pengadilan negeri dilakukan 
penunjukan majelis hakim, penetapan hari sidang, dan memerintahkan kepada 
Jaksa Penuntu Umum untuk memanggil terdakwa serta saksi-saksi guna 
memberikan keterangan (Pasal 155 ayat (1) dan (2) KUHAP). Acara 
selanjutnya di persidangan adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut 
Umum (Pasal 155 ayat (2) KUHAP), kemudian eksepsi  terdakwa (Pasal 156 
ayat (1) KUHAP) yang berkaitan dengan obscuur libel, error in persona, 
kompetensi relatif maupun absolut, dimungkinkan ada atau tidak ada 
tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi terdakwa. Persidangan 
dilanjutkan dengan acara pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi-
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti 
(Pasal 160 dan 184 KUHAP), acara persidangan berikutnya, Jaksa Penuntut 
Umum mengajukan tuntutan atau requisitoir (Pasal 182 ayat (1) huruf a 
KUHAP), kemudian terdakwa dapat mengajukan pembelaan atau pledoi 
(Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP), dimungkinkan ada atau tidak ada replik 
Jaksa Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa, setelah semua rangkaian 
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acara pemeriksaan di dalam persidangan selesai maka dilanjutkan dengan 
putusan hakim yang merupakan akhir dari semua proses mencari, 
mengumpulkan, memeriksa, dan menilai alat bukti (Pasal 182 ayat (8), 195, 
dan 200 KUHAP) yang berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan 
hukum, maupun pidana. Di dalam perkara pidana nomor 
48/Pid.B/2008/PN.Ska., tidak terdapat masalah mengenai proses pemeriksaan 
perkara pidana di pengadilan tersebut di atas sebab sudah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi perlu dijelaskan 
mengenai pemeriksaan alat bukti terhadap perkara pidana nomor 
48/Pid.B/2008/PN.Ska., berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, 
keterangan terdakwa, dan barang bukti. Di Indonesia menganut sistem 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau negatif wettelijk 
stelsel, yaitu hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah apabila ia 
yakin dan keyakinan itu didasarkan kepada alat bukti yang sah menurut 
undang-undang, sedangkan mengeani prinsip minimum pembuktian adalah 
hakim hanya boleh yakin atas kesalahan terdakwa apabila dalam persidangan 
sudah diperoleh minimal dua alat bukti, sehingga hanya dengan dua alat bukti 
yang sah menurut undang-undang, hakim boleh menyatakan tindak pidana 
yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sudah terbukti, dan hanya dengan 
dua alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim maka 
hakim boleh menjatuhkan pidana.  
 
Sedangkan syarat sahnya keterangan saksi, yaitu harus merupakan 
suatu peristiwa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, dengan menyebut 
alasan pengetahuannya, harus diberikan di bawah sumpah kecuali (keluarga 
atau semenda sampai derajat ketiga, suami atau isteri dari terdakwa, sama-
sama menjadi terdakwa, anak yang berumur di bawah 15 tahun, dan belum 
pernah kawin, serta sakit ingatan), harus diberikan di depan persidangan, dan 
cara memperoleh keterangan saksi harus sesuai dengan ketentuan undang-
undang. Nilai dari kekuatan pembuktian keterangan saksi adalah apabila 
keterangan saksi memenuhi syarat sahnya keterangan saksi maka melekat nilai 
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kekuatan pembuktian dan bersifat bebas. Cara menilai keterangan saksi 
dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi, persesuaian 
antara keterangan saksi dengan alat bukti, alasan saksi memberikan 
keterangan tertentu, dan cara hidup serta kesusilaan saksi. Keterangan ahli 
adalah keterangan yang diberikan seorang ahli yang mempunyai keahlian 
khusus dengan tujuan untuk membuat terang perkara pidana. Syarat sahnya 
keterangan ahli, yaitu diberikan seorang ahli, memiliki keahlian khusus dalam 
bidang tertentu, keterangan yang diberikan menurut pengetahuan yang sebaik-
baiknya, dan wajib bersumpah sebelum memberikan di depan persidangan. 
Nilai dari kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah apabila keterangan ahli 
memenuhi syarat sahnya keterangan ahli maka melekat nilai kekuatan 
pembuktian dan bersifat bebas. Keterangan terdakwa adalah apa yang 
dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan, 
ketahui, atau alami sendiri. Mengenai barang bukti bukan merupakan alat 
bukti tetapi sebagai petunjuk. 
 
Selanjutnya, akan diuraikan mengenai putusan hakim, di dalam 
KUHAP putusan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 
1 butir 11 KUHAP). Berdasarkan Pasal 195 KUHAP syarat sahnya suatu 
putusan adalah apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hal 
ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui duduk perkara yang 
sebenarnya dan juga dapat memantau apakah jalannya persidangan sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan KUHAP atau tidak. Menurut ketentuan Pasal 193 
KUHAP, putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Di 
dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus memperhatikan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan, seperti yang ada di dalam putusan hakim 
terhadap perkara pidana nomor 48/Pid.B/2008/PN.Ska., hal yang 
membertakan perbuatan terdakwa merugikan negara dan menyalahi aturan, 
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sedangkan hal yang meringankan terdakwa mengaku terus terang, bersikap 
sopan dalam persidangan, merasa menyesal, dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya lagi.  
 
Menurut Bagir Manan, putusan hakim akan bermutu, hal ini 
tergantung pada:  (a) pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman 
konsep keadilan dan kebenaran, (b) integritas hakim yang meliputi nilai-nilai 
kejujuran dan harus dapat dipercaya, (c) independensi kekuasaan kehakiman 
yang bebas dari pengaruh pihak-pihak yang berperkara maupun tekanan 
publik, (d) tatanan politik, sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum 
sebagai persyaratan tatanan politik dan mempunyai kekuatan moral, (e) 
fasilitas di lingkungan badan peradilan, (f) sistem kerja yang berkaitan dengan 
sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk 
menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, 
(g) kondisi aturan hukum di dalam aturan hukum formil dan materiil masih 
mengandung kelemahan (Soerjono Soekanto, 2005: 19-22). 
 
Putusan pemidanaan merupakan putusan yang membebankan suatu 
pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan (prinsip minimum pembuktian) bahwa terdakwa bersalah 
melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Apabila pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka 
pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Berdasarkan 
Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang kesalahan terdakwa telah terbukti 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan 
kepada hakim maka terdakwa dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. 
Oleh karena itu, penulis tidak sependapat dengan putusan yang telah 
dijatuhkan oleh hakin terhadap perkara pidana nomor 48/Pid.B/2008/PN.Ska., 
sebab terdakwa seharusnya dikenakan juga Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 
Jo. UU No. 39 Tahun 2007, hal ini akan dibahas pada hasil wawancara dengan 
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Bapak Johny Jonggi Hamonangan Simanjuntak, S.H, Dwi Sudaryono, S.H, 
Lasito, S.H, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. 
 
2. Hasil Wawancara dengan Bapak Johny Jonggi Hamonangan 
Simanjuntak, S.H, Dwi Sudaryono, S.H, Lasito, S.H, sebagai Hakim di 
Pengadilan Negeri Surakarta 
Hasil wawancara dengan Bapak Johny Jonggi Hamonangan 
Simanjuntak, S.H, Dwi Sudaryono, S.H, Lasito, S.H, sebagai Hakim di 
Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu sistem peradilan pidana merupakan sistem 
penegakan hukum pidana sebagai sistem kekuasaan atau kewenangan 
menegakkan hukum yang identik dengan kekuasaan kehakiman di bidang 
hukum pidana. Di dalam sistem penegakan hukum pidana, oleh karena hukum 
pidana sebagai suatu sistem sehingga mencakup pertama, struktur hukum 
pidana dan proses acara pidana merupakan penerapan dari ketentuan hukum 
pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana yang melibatkan aparat-aparat 
penegak hukum seperti badan penyidik, badan penuntut, badan pengadilan, 
dan badan pelaksana pidana. Kedua, subtansial yang meliputi isi norma-norma 
hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang 
berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan atau hukum pidana 
materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga, 
kultural atau kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku merupakan konsepsi-konsepsi abstrak 
mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk yang 
berupa pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.  
 
Sistem kekuasaan negara terbagi atas kekuasaan legislatif, yudikatif, 
dan eksekutif. Kekuasaan yudikatif terdiri atas kekuasaan menyidik, 
menuntut, mengadili, dan melaksanakan pidana yang merupakan sistem 
peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem peradilan 
pidana terpadu yang sehat atau ideal adalah dapat menjamin keadilan, 
keamanan masyarakat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, peradilan 
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yang jujur, bertanggungjawab, etis, dan efisien, akuntabilitas sistem peradilan 
pidana merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik serta bagian 
dari kebijakan pembangunan sumber daya yang berkelanjutan. Sistem 
peradilan pidana terpadu yang sehat atau ideal sangat diperlukan karena 
merupakan bagian integral dari kebijakan membangun kepercayaan 
masyarakat, bagian integral dari kebijakan pengembangan sistem 
pemerintahan yang baik, dan bagian integral dari kebijakan meningkatkan 
kualitas pembangunan yang berkelanjutan. 
 
Sistem pemidanaan adalah cara-cara yang dilakukan hakim dalam 
menjatuhkan putusan pidana yang berdasarkan hukum, rasa keadilan 
masyarakat, dan rasa keadilan terdakwa maupun korbannya. Sistem 
pemidanaan subtantif di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 
2007 tidak menyebut kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran. Di 
dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, jenis sanksi 
terhadap tindak pidana di bidang cukai dibagi dua, yaitu: pertama, sanksi 
administrasi yang merupakan penindakan sanksi administrasi berupa denda 
dan penindakan sanksi adiministrasi selain denda dan yang kedua, sanksi 
pidana yang berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara dan/atau denda, 
pidana kurungan, dan denda saja, hal tersebut berhubungan dengan 
pertanggungjawaban subjek hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum 
yang sifatnya kasuistis. 
 
Terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 
48/Pid.B/2008/PN.Ska., dasar hukum yang digunakan dalam memutus tindak 
pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh terdakwa adalah UU No. 11 
Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. Bapak Dwi Sudaryono, S.H dan  
Lasito, S.H, berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan 
terdakwa sesuai dengan Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 
Tahun 2007, sedangkan Bapak Johny Jonggi Hamonangan Simanjuntak, S.H, 
menyatakan, oleh karena hakim terikat dengan peraturan perundang-undangan 
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dan bukan terikat dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dalam 
menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan 
oleh terdakwa, sebaiknya tidak hany dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 51 UU 
No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tetapi terdakwa juga dijatuhi 
pidana berdasarkan Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 
2007 yang berisi ketentuan jika suatu tindak pidana menurut undang-undang 
ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, 
perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana 
dijatuhkan terhadap: 1) badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, 
yayasan atau koperasi tersebut, 2) mereka yang memberikan perintah untuk 
melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau 
yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut undang-undang ini 
dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, 
perkumpulan, yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh 
orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan 
lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, 
perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah 
orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap 
suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada 
waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari 
seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat 
diwakili oleh seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, 
perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana berdasarkan undang-
undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda 
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana 
tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana 




Penulis sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Bapak 
Johny Jonggi Hamonangan Simanjuntak, S.H, Dwi Sudaryono, S.H, Lasito, 
S.H, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta,  terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 48/Pid.B/2008/PN.Ska., dasar hukum 
yang digunakan dalam memutus tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan 
oleh terdakwa adalah UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007.  
 
Penulis sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Bapak 
Johny Jonggi Hamonangan Simanjuntak, S.H, yang menyatakan, terhadap 
tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh terdakwa, tidak hanya 
dapat diancam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 
saja, tetapi terdakwa juga dapat diancam dengan Pasal 61 UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 yang berisi ketentuan jika suatu tindak 
pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan 
hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan 
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap: 1) badan hukum, perseroan, 
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, 2) mereka yang 
memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang 
bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya (pengertian 
pimpinan adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut 
menentukan kebijaksanaan, dan/atau mengambil keputusan dalam 
menjalankan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, 
atau koperasi). Tindak pidana menurut undang-undang ini dianggap dilakukan 
oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, 
yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, 
baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain 
(hubungan kepemilikan dan hubungan kemitraan), bertindak dalam 
lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau 
koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-
masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, 
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perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan 
diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh 
salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang 
lain (kuasa hukum atau orang pribadi lainnya di luar badan hukum, perseroan, 
perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang secara sah menerima 
kuasa dari pengurus untuk bertindak untuk, dan atas nama pengurus). 
Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau 
koperasi yang dipidana berdasarkan undang-undang ini, pidana pokok yang 
dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana 
penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana 
tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. 
 
Hal tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan subyek hukum, 
menurut Sudikno Mertokusumo, subyek hukum adalah segala sesuatu yang 
dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Manusia oleh hukum 
diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sehingga manusia dianggap 
sebagai subyek hukum, tetapi dalam kenyataanya bukan hanya manusia saja 
yang oleh hukum diakui  sebagai subyek hukum. Subyek hukum yang bukan 
manusia itu disebut korporasi, yaitu suatu perseroan yang merupakan badan 
hukum (rechtspersoon atau legal persons atau legal entity) sebagai 
pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum dan dapat menuntut dan 
dituntut di muka pengadilan. Ciri-ciri badan hukum, yaitu: memiliki kekayaan 
sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan 
dari badan hukum tersebut, memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 
terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang 
menjalankan kegiatan dari badan hukum tersebut, memiliki tujuan tertentu, 
berkesinambungan dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang 
tertentu karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun 
orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan hukum tersebut berganti. 
Badan hukum dapat berupa badan hukum publik seperti Badan Usaha Milik 
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Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta berupa badan hukum privat 
seperti Perseroan Terbatas. Oleh karena terdakwa sebagai subyek hukum di 
dalam perkara pidana nomor 48/Pid.B/2008/PN.Ska. adalah pemilik PT. 
Minapadi Makmur, maka penulis lebih menekankan pembahasan mengenai 
subyek hukum yang berupa badan hukum privat. 
 
Berdasarkan  Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas (selanjutnya UU No. 40 Tahun 2007), pengertian 
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan 
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU 
No. 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaanya. Perseroan Terbatas sebagai 
subyek hukum mempunyai eksistensi sendiri sebagai penyandang hak dan 
kewajiban, memiliki harta yang terpisah dari pemegang saham, dapat 
mengikat perjanjian, dan dapat menjadi debitur maupun kreditur dalam lalu 
lintas pergaulan hukum. 
Terkait dengan korporasi sebagai subyek hukum, terdapat model-
model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: a) pengurus korporasi 
sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus tersebut yang bertanggungjawab, 
model ini masih menerima asas societas atau universalitas delinquere non 
potest yang artinya badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. 
Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan 
pengurus tersebut yang bertanggungjawab maka kepada pengurus korporasi 
dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu yang sebenarnya adalah kewajiban 
korporasi, sehingga jika pengurus itu tidak memenuhi kewajiban dapat 
diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya, korporasi tidak dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran melainkan pengurus yang 
melakukan tindak pidana tersebut dan karenanya pengurus yang diancam 
pidana dan dipidana. b) korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan 
pengurus yang bertanggungjawab, hal ini yang dipandang dilakukan oleh  
korporasi, yaitu apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut 
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wewenang berdasarkan anggaran dasarnya sehingga tindak pidana yang 
dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus 
dari korporasi tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu 
ialah onpersoonlijk, orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab atas 
tindak pidana yang dilakukan korporasi, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak 
tentang dilakukannya tindak pidana itu. c) korporasi sebagai pembuat tindak 
pidana dan korporasi yang bertanggungjawab, dengan ditetapkannya pengurus 
saja yang dapat dipidana ternyata tidak cukup, denda yang telah dijatuhkan 
kepada pengurus atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat tidak 
sebanding dengan keuntungan yang telah diterima korporasi dengan 
melakukan tindak pidana tersebut. Dipidananya pengurus tidak memberikan 
jaminan yang cukup bagi korporasi tidak lagi melakukan tindak pidana 
sehingga diperlukan pula memidana korporasi sebab korporasi adalah pelaku 
fungsional dan menerima keuntungan dari berbagai kegiatan termasuk yang 
bersifat pidana dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan 
korporasi tersebut, tidak mudah untuk menelusuri garis perintah dalam hal 
terjadi tindak pidana dalam korporasi, dan pidana terhadap pengurus korporasi 
tidak mempengaruhi perbuatan korporasi (Dwija Priyatno, 2004: 53-59). 
 
Tujuan pemidanaan korporasi mencakup: 1) pada khususnya 
mencegah agar korporasi tidak melakukan tindak pidana lagi dan secara 
umum agar korporasi-korporasi lainnya tercegah untuk melakukan tindak 
pidana dengan tujuan demi penganyoman masyarakat. 2) agar korporasi tidak 
mampu lagi melakukan tindak pidana sehingga masyarakat terlindungi. 3) 
memelihara solidaritas masyarakat, hal tersebut berhubungan dengan korban 
dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka kompensasi terhadap 
korban itu diambil dari kekayaan korporasi itu sendiri dengan tujuan untuk 
memelihara solidaritas sosial. 4) adanya keseimbangan antara pidana dengan 
pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana dengan memperhatikan pada 




Di dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
model pertanggungjawaban pidana adalah pengurus korporasi atau orang-
orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain 
(hubungan kepemilikan dan hubungan kemitraan), bertindak dalam 
lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau 
koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-
masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama sebagai pembuat tindak pidana, hal ini sesuai dengan asas societas atau 
universalitas delinquere non potest yang artinya badan hukum tidak dapat 
melakukan tindak pidana. Tetapi pertanggungjawabannya dibebankan kepada 
korporasi atau badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan 
atau koperasi tersebut dan mereka yang memberikan perintah untuk 
melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau 
yang melalaikan pencegahannya yang merupakan orang yang nyata-nyata 
mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan, dan/atau mengambil 
keputusan dalam menjalankan badan hukum, perseroan, perusahaan, 
perkumpulan, yayasan, atau koperasi). 
 
Identifikasi dan evaluasi kebijakan legislasi tentang sistem 
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif di Indonesia 
sangat penting sebab dengan mengetahui identifikasi dan evaluasi kebijakan 
legislasi tersebut diharapkan memberikan masukan dalam rangka kebijakan 
yang ideal untuk merumuskan sistem pertanggungjawaban korporasi dalam 
hukum pidana sehingga penegakan hukum yang menyangkut tindak pidana 
korporasi dapat dilakukan dengan baik karena kebijakan untuk melakukan 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan 
kriminal (criminal policy) yang tidak dapat pula dilepaskan dari kebijakan 
yang lebih luas, yaitu kebijkan sosial (social policy) yang terdiri dari 
kebijakan untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan 
untuk perlindungan masyarakat (social defence policy). Kebijakan 
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penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan 
sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana (penal policy) 
khususnya pada tahap formulasi atau kebijkan legislasi yang merupakan tugas 
dari aparat pembuat hukum (aparat legislatif) harus memperhatikan dan 
mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijkan sosial yang berupa kebijakan 
untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. 
Terdapat beberapa identifikasi dan evaluasi kebijakan legislasi tentang sistem 
pertanggungjawaban korporasi, yaitu: 1) penetapan korporasi sebagai subyek 
tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 
terdapat dan diatur di luar KUHP, dapat digolongkan menjadi: a) korporasi 
sebagai subyek tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya 
dibebankan terhadap para pengurus korporasi, b) korporasi sebagai subyek 
tindak pidana dan secara tegas dapat dipertanggungjawabkan pidana secara 
langsung. Subyek tindak pidana korporasi tidak diatur di dalam KUHP, 
dengan demikian kebijakan legislasi yang menyangkut subyek tindak pidana 
korporasi tidak berlaku sebagai subyek tindak pidana secara umum tetapi 
terbatas terhadap beberapa perundang-undangan khusus di luar KUHP. 
Kebijakan legislasi di dalam KUHP tidak memberikan peluang pemidanaan 
terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana yang diatur di dalam 
KUHP, seperti di dalam Pasal 392 KUHP  yang menyatakan “seorang 
pengusaha, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai 
andil Indonesia atau koperasi yang sengaja mengumumkan keadaan atau 
neraca yang tidak benar diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan.”, pasal tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang 
dapat dilakukan korporasi tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan dan 
dipidana adalah pengusaha, pengurus, komisaris dan bukan korporasinya. 2) 
perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana hanya untuk tindak pidana 
tertentu dalam perturan perundang-undangan khusus yang diatur di luar 
KUHP. 3) korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Di dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 
39 Tahun 2007 dan penjelasannya belum memberikan ketegasan mengenai 
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batasan atau ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu tindak pidana yang 
dilakukan korporasi tersebut, batasan atau ukurannya hanya berdasarkan 
hubungan kerja atau hubungan lain dan bertindak dalam lingkungan badan 
hukum. 4) persyaratan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, 
tidak membuat ketentuan khusus yang rinci tetapi diintegrasikan. 5) aturan 
pemidanaan terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia. Pengaturan di luar KUHP memang dibenarkan atas dasar Pasal 103 
KUHP yang berbunyi: “ ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII 
buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan 
perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh 
undang-undang ditentukan lain.”, pasal tersebut menganut asas lex specialis 
derogat lex generali yang artinya undang-undang khusus dapat 
mengenyampingkan ketentuan yang umum, sehingga apabila di dalam KUHP 
tidak mengatur suatu tindak pidana maka yang berlaku adalah ketentuan 
peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. 
 
Di dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, 
terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau 
koperasi yang dipidana berdasarkan undang-undang ini, pidana pokok yang 
dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana 
penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana 
tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Penjatuhan jenis 
pidana yang berupa pidana denda tersebut, sama sekali tidak mengatur pidana 
pengganti denda apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh korporasi. 
Formulasi tersebut membawa konsekuensi apabila korporasi tidak membayar 
denda yang dijatuhkan hakim maka tidak ada alat pemaksa untuk menegakkan 
agar sanksi pidana denda harus dibayar korporasi. Seharusnya apabila pidana 
denda tidak dibayar oleh korporasi maka dapat diganti dengan sanksi lain 
seperti pencabutan izin usaha korporasi atau yang lebih keras lagi pembubaran 
korporasi yang diikuti dengan likuidasi. Perlunya pembedaan jenis sanksi 
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pidana untuk orang dan korporasi. Di dalam KUHP sebagai induk atau sumber 
utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 10 KUHP, yang dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana 
tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana 
kurungan, denda, dan pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1946 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan). Pidana tambahan 
terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, 
dan pengumuman putusan hakim. 
 
Pidana pokok untuk korporasi yang terutama denda dan pembubaran 
korporasi yang diikuti dengan likuidasi identik dengan jenis pidana pokok 
yang berupa pidana mati yang ditujukan kepada orang, sedangkan pidana 
tambahan berupa sanksi penutupan seluruhnya atau sebagian korporasi yang 
hakikatnya merupakan perluasan dari pencabutan hak, perampasan barang-
barang milik korporasi termasuk barang-barang hasil tindak pidana, 
pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, penghapusan seluruh atau 
sebagian keuntungan tertentu yang hakikatnya merupakan perluasan dari 
perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pencabutan izin usaha, 
penghentian kegiatan korporasi, pembayaran ganti rugi, penarikan barang-
barang dari peredaran. Tindakan tata tertib berupa menempatkan korporasi di 
bawah pengampuan, membayar uang jaminan, membayar sejumlah uang 
sebagai pencabutan keuntungan, mengerjakan apa yang dilalaikan, melakukan 
jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat dari perbuatannya yang melanggar 
peraturan perundang-udangan, mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak. 
Menurut hasil dari International Meeting of Expert on the Use of Criminal 
Sanction in the Protection of Environment, menyatakan sanksi yang dapat 
dikenakan kepada korporasi antara lain: 1) sanksi bernilai uang berupa 
mengganti keuntungan ekonomis yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana 
dan mengganti semua atau sebagian biaya pengusutan atau penyidikan serta 
melakukan perbaikan setiap kerugian yang ditimbulkan. 2) pidana tambahan 
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berupa larangan melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya 
dan terulangnya tindak pidana, mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan 
korporasi untuk sementara atau selamanya, pencabutan izin usaha, 
perampasan kekayaan dari hasil tindak pidana, mengeluarkan korporasi dari 
kontrak-kontrak pemerintah, pemecatan pengurus korporasi yang melakukan 
tindak pidana dengan mengatasnamakan korporasi, melakukan perbuatan 
untuk memperbaiki lingkungan, mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan 
pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi perbuatannya, 
mempublikasikan fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan, 
memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya, memberitahukan 
kepada masyarakat tempat beroperasinya korporasi itu dan semua pengurus 





SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. SIMPULAN 
Mengenai sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang cukai 
dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai, di dalam UU No. 11 Tahun 
1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tidak menyebut kualifikasi yuridis berupa 
kejahatan atau pelanggaran dan jenis sanksi terhadap tindak pidana di bidang 
cukai berupa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara 
dan/atau denda, pidana kurungan, dan denda saja yang diputus oleh pengadilan 
negari. Sanksi pidana terhadap tindak pidana yang diatur di dalam UU No. 11 
Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tersebut di atas, lamanya pidana penjara 
minimum 1 (satu) tahun dan maksimumnya adalah 10 (sepuluh) tahun, sedangkan 
nilai minimum dari denda yang merupakan nilai rupiah adalah Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan nilai maksimumnya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah). Nilai minimum dari denda yang merupakan perkalian dari cukai yang 
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terutang adalah 2 (dua) kali nilai cukai dan nilai maksimumnya 20 (dua puluh) 
kali nilai cukai. 
 
Mengenai penjatuhan pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta 
terhadap tindak pidana di bidang cukai sebagai proses penegakan hukum pidana 
tahap aplikasi atau tahap kebijakan yudikatif yang merupakan sistem peradilan 
pidana terpadu yang termasuk dalam kekuasaan badan pengadilan. Terhadap 
putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 48/Pid.B/2008/PN.Ska., dasar 
hukum yang digunakan dalam memutus tindak pidana di bidang cukai yang 
dilakukan oleh terdakwa adalah UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 
2007. Terhadap tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh terdakwa, 
tidak hanya dapat diancam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 
2007, tetapi terdakwa juga dapat diancam dengan Pasal 61 UU No. 11 Tahun 




1. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku 
Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal 
merupakan penal policy atau penal-law enforcement policy yang 
fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu: tahap 
formulasi atau tahap kebijakan legislatif sebagai tahap penegakan hukum in 
abstrakto oleh badan pembuat undang-undang, tahap aplikasi atau tahap 
kebijakan yudikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat 
penegak hukum, dan tahap eksekusi atau tahap kebijakan eksekutif atau 
administrasi sebagai pelaksanaan hukum pidana secara kongkret oleh aparat-
aparat pelaksana pidana. Kelemahan yang terjadi di dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku merupakan kelemahan kebijakan legislatif 
di Indonesia, hal itu kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan tahap 
kebijakan eksekutif. Seperti ketentuan jenis pidana yang diatur di dalam Pasal 
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61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, penjatuhan jenis 
pidana yang berupa pidana denda tersebut, sama sekali tidak mengatur pidana 
pengganti denda apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh korporasi. 
Formulasi tersebut membawa konsekuensi apabila korporasi tidak membayar 
denda yang dijatuhkan hakim maka tidak ada alat pemaksa untuk menegakkan 
agar sanksi pidana denda harus dibayar korporasi. Seharusnya apabila pidana 
denda tidak dibayar oleh korporasi maka dapat diganti dengan sanksi lain 
seperti sanksi penutupan seluruhnya atau sebagian korporasi yang hakikatnya 
merupakan perluasan dari pencabutan hak, perampasan barang-barang milik 
korporasi termasuk barang-barang hasil tindak pidana, pencabutan seluruh 
atau sebagian hak-hak tertentu, penghapusan seluruh atau sebagian 
keuntungan tertentu yang hakikatnya merupakan perluasan dari perampasan 
barang, pengumuman putusan hakim, pencabutan izin usaha, penghentian 
kegiatan korporasi, pembayaran ganti rugi, penarikan barang-barang dari 
peredaran atau yang lebih keras lagi pembubaran korporasi yang diikuti 
dengan likuidasi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformulasi ketentuan yang 
terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khusunya 
mengenai sistem pemidanaan terhadap korporasi yang berkaitan dengan kapan 
dikatakan korporasi melakukan tindak pidana, siapa yang menjadi pembuat 
tindak pidana, siapa yang bertanggungjawab, dan jenis-jenis sanksi yang dapat 
dijatuhkan untuk korporasi harus diatur secara jelas. 
 
2. Aparat Penegak Hukum 
Di dalam hukum pidana formil berkaitan dengan penegakan hukum 
yang merupakan proses dari sistem peradilan pidana sehingga penanganan 
terhadap suatu tindak pidana melibatkan aparat penegak hukum. Agar hukum 
dapat ditegakkan maka diperlukan sistem peradilan pidana terpadu yang sehat 
atau ideal yang dapat menjamin keadilan, keamanan masyarakat, 
menumbuhkan kepercayaan masyarakat, peradilan yang jujur, 
bertanggungjawab, etis, dan efisien, akuntabilitas sistem peradilan pidana 
merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik serta bagian dari 
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kebijakan pembangunan sumber daya yang berkelanjutan. Sistem peradilan 
pidana terpadu yang sehat atau ideal sangat diperlukan karena merupakan 
bagian integral dari kebijakan membangun kepercayaan masyarakat, bagian 
integral dari kebijakan pengembangan sistem pemerintahan yang baik, dan 
bagian integral dari kebijakan meningkatkan kualitas pembangunan yang 
berkelanjutan. Adanya sistem peradilan pidana terpadu tersebut harus 
didukung dengan adanya pengawasan yang intensif dan berkesinambungan 
terhadap aktifitas aparat penegak hukum supaya kepercayaan masyarakat tetap 
tejaga dan terhindar dari terjadinya pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban masyarakat oleh aparat 
penegak hukum sendiri yang dapat menjatuhkan citra aparat penegak hukum. 
 
3. Peran Serta Masyarakat 
Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, 
badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang 
diselenggarakan oleh masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut dapat 
dilaksanakan dengan menaati peraturan perundang-undangan tentang cukai, 
melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku khususnya peraturan perundang-undangan tentang cukai, pemikiran 
dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau 
pelaksanaan undang-undang tentang cukai, serta penyelenggaraan, pemberian 
bantuan dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan 
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